PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Dinas Bersama Lantai 3
Jalan Raja Isa Nomor 17 Kel. Belian Kec. Batam Kota Telp. (0778) 4160801
Email: inspektoratbatam@gmail.com, Website: inspektorat.batam.go..d

BATAM
Kcde Pos: 29464
m

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 0OIl TAHUN 2024

PEDOMAN AUDIT KETAATAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM

INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kualitas peran dan layanan dalam
melaksanakan audit ketaatan, perlu menetapkan Keputisan
Inspektur Daerah Kota Batam tentang Pecoman Umum Audit
Ketaatan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Femerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taaun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahen Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



MENETAPKAN :

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan
Daerah Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Audit
Ketaatan Di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan

Penyelenggaraan Keuangan Daerah;

. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia

Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit

Intern Pemerintah Indonesia;

. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;

. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 131 Tahun 2023 tentang

Tata Kelola Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah

Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM TENTANG
PEDOMAN AUDIT KETAATAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH KOTA BATAM

Pasal 1

(1) Pedoman Audit Ketaatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

(2) Keputusan

bertujuan untuk memberikan kesamaan persepsi dan

keseragaman metodologi kegiatan audit dalam rangka meningkatkan efisiensi

dan efektivitas pelaksanaan audit ketaatan



Pasal 2

(3) Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat digunakan oleh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebagai acuan da.am melaksanakan

audit ketaatan.

Pasal 3

Sistematika Pedoman Audit Ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terd:ri
atas:

a. Babl Pendahuluan

b. BabIl  Proses Perencanaan Audit

c. BabIll Pelaksanaan Audit Ketaatan

d. BabIV  Pengkomunikasian Hasil Pengawasan dan Monitoring Tindak Lanjut.
Pasal 4

Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Daerah Kota

Batan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Tanggal : 2 Februari 2024

Inspektur Daerah Xota Batam
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Pasal 2

(3) Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat digunakan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam melaksanakan

audit ketaatan.

Pasal 3
Sistematika Pedoman Audit Ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri
atas:
a. Babl Pendahuluan
b. Bab Il Proses Perencanaan Audit
c. BabIll Pelaksanaan Audit Ketaatan

d. Bab IV  Pengkomunikasian Hasil Pengawasan dan Monitoring Tindak Lanjut.

Pasal 4

Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Daerah Kota

Batan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Tanggal : 27 Februari 2024

Inspektur Daerah Kota Batam

Hendriana Gustini, Slsos
Pembina Utama Mud
NIP.19680824 199008 2 001



Lampiran :

Keputusan Inspektur Daerah
Kota Batam tentang Pedoran
Audit Ketaatan Inspektorat
Daerah Kota Batam

Nomor : &I/l Tahun 2024
Tanggal : ')_} Februari 2023

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin
strategis dan bergerak mengikuti perkembangan zaman. APIP diharapkan
menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada layanan
instansi pemerintah. APIP sebagai Pengawas Intern Pemerintah merupakan
suatu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada

pemerintahan /birokrasi yang bersih (clean government).

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa perwujudan peran
APIP yang efektif minimal harus dapat memberikan keyakinan yang memadai
atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas, serta akuntabilizas
pencapaian tujuan, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas
manajemen risiko dalam penyelenggaran tugas dan fungsi instansi pemerintah,
memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata
kelola penyelengaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (consulting dan quality assurance). Inspektorat Jenderal Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai institusi APIP mempunya fungsi untuk
mengawal program-program pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wali Kota
Batam Nomor .......... 41 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kemenkumham dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
27 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas dan fungsi
menyelenggarakan pengawasan Intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi tersebut, maka
Inspetorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM mempogramkan kegiatan
audit di lingkungan kementerian hukum dan HAM sesuai dengan Program
Kerja  Pengawasan Tahunan (PKPT) wuntuk mengetahui apakah
program/kegiatan dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel dan
untuk memperoleh  keyakinan yang memadai bahwa seluruh
program/kegiatan telah dilaksakan dan sudah dipertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Pengertian, Tujuan, dan Sasaran

Audit ketaatan (compliance audit) merupakan audit untuk menilai tingkat

ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur

yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan. Adapun pengertian
audit ketaatan dari berbagai sumber antara lain:

- Berdasar Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), audit ketaatan
(compliance audit) termasuk ke dalam audit tujuan tertentu.

- Berdasarkan Internal Audit Capability Model (IACM) yang dikembangkan
oleh IIA, audit ketaatan (compliance audit) adalah kegiatan audit yang
bertujuan untuk menilai kesesuaian dan ketaatan ates area, proses, dan
sistem terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, kontrak serta

peraturan lain yang telah ditetapkan.

Tujuan audit ketaatan adalah menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah
ditetapkan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan. Sasaran audit
difokuskan pada area yang terdapat risiko ketidaktaatan, meminimalisir tindak
penyimpangan atas area, proses, sistem fungsi, program/kegiatan serta
untuk memberi saran perbaikan untuk penguatan pengendalian.Pengendalian
terhadap ketaatan pada prosedur-prosedur dan kebijakan-kebijakan yang

diterapkan dalam pelaksanaan area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan



untuk memastikan bahwa implementasi telah sesuai dengan ketentuan

peraturanperundang-undangan.

Pemahaman terhadap pengendalian ketaatan ini akan membantu auditor
dalam mendeteksi/menilai risiko terjadinya penyimpangan dari ketentuan
perundang-undangan pada kejadian-kejadian historis serta mencegah dan

menangkal tindak penyimpangan pada risiko yang akan terjadi.

Outcome yang diharapkan atas pelaksanaan audit ketaatan antara lain:

1. Keyakinan memadai atas ketaatan bahwa area, proses, sistem yang diaudit
telah sesuai dengan kriteria dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

2. Adanya nilai tambah untuk meningkatkan capaian tujuan organisasi dan
efektivitas operasional,

3. Mencegah, menangkal/menghalangi, mendeteksi tindakan penyimpangan

dari prosedur maupun kebijakan yang ditetapkan.

. Metodologi Audit Ketaatan

Untuk mencapai sasaran audit berdasarkan ruang lingkup audit yang telah
ditetapkan, auditor dapat menilai, menguji, menganalisis, menyimpulkan
ketaatan suatu area pengawasan sehingga dapat memberikan keyakinan yang
memadai dengan didukung bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan material.
Dokumen data sekunder dari luar Perangkat Daerah yang diaudit dapat
digunakan sebagai data awal, sedangkan data primer dari Perangkat Daerah
yang bersangkutan dapat dijadikan dasar pengambilan kesimpulan yang bisa
digunakan sebagai bukti temuan atas ketidaktaatan. Selanjutnya, dokumen
bukti-bukti tersebut dianalisis dengan membandingkan antara dokumen bukti-
bukti tersebut dianalisis dengan membandingkan antara realisasi/pelaksanaan

dengan peraturan yang berlaku atau dari best practice yang ada.

Teknik audit untuk pengumpulan data dan bukti audit dilakukan melalui:
Pengumpulan data;

Wawancara/ interviu / kuesioner;

Konfirmasi kepada pihak terkait;

Uji petik/sampel;

Analisis data;

o r M e

Simpulan.



Dalam melakukan pengumpulan dan pengujian ©»ukti, APIP harus
memperhatikan luasnya besaran pengujian yang akan dilakukan. Uji
petik/sampel dalam pengumpulan bukti dilakukan dapat secara seleksi
berdasarkan pertimbangan profesi auditor. Besaran luasnva pengujian tersebut
tidak harus dilakukan audit secara keseluruhan melainkan dapat dilakukan
sampel sesuai dengan tingkat keyakinan yang diharapkan melalui teknik
pengukuran sampel. Agar pemilihan sampel dapat benar representatif maka
dapat menggunakan contoh rumus/tabel statistik yang biasa digunakan dalam
menentukan jumlah sampel antara lain:
1) Rumus Slovin
n=N/N(d)2 + 1
n = sampel; N = populasi; d = nilai presisi 95% atau sig. = 0,05. Misalnya,
Jjumlah populasi adalah 125, dan tingkat kesalahan yang dikehendaki
adalah 5%, maka jumlah sampel yang digunakan adalah: N = 125 / 1925
(0,05)2 + 1 = 95,23, dibulatkan 95
2) Jumlah sampling minimal berdasarkan Roscoe dalam Sugiyono (2010: 131)
mengatakan ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30
sampai dengan 500. Bila populasi kurang dari 30, seyogyanya diambil
keseluruhan.
a) Probability sampling (simple random)
Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang
yang sama bagi setiap unsur (anggota) pepulasi untuk dipilih menjadi
anggota sampel. Salah satu teknik sampel probabil-ty sampling adalah:
Simple Random Sampling dinyatakan simple (sederhana) karena
pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa
memperhatikan strata yang ada dalam populasi :tu. Simple random
sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung
dilakukan pada unit sampling. Maka setiap unit sampling sebagai unsur
populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi
sampel atau untuk mewakili populasinya. Cara tersebut dilakukan bila
anggota populasi dianggap homogen. Teknik tersebut dapat
dipergunakan bila jumlah unit sampling dalam suatu populasi tidak
terlalu besar. Cara pengambilan sampel dengan simple random sampling
dapat dilakukan dengan metode undian, ordinal, maapun tabel bilangan
random. Untuk penentuan sample dengan cara in: cukup sederhana,
tetapi dalam prakteknya akan menyita waktu. Apalagi jika jumlahnya

besar, sampelnya besar.



b) Non probability sampling (purposive sampling)

Non probability sampling adalah teknik yang tidak memberi
peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota
populasi untuk dipilih menjadi sampel. Salah satu teknik non
probability sampling meliputi:

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive
sampling, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai
sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui
sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi
disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan

berdasarkan tujuan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor wajib mengikuti standar audit yang
telah ditetapkan dalam SAIPI, mempunyai kompetensi dan kecermatan
profesional (Standar 2000, SAIPI) di bidang audit ketaatan. Kompetensi
tersebut bisa didapatkan melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman.
Selain itu, APIP dapat menggunakan tenaga ahli internal ataupun ekstemal
(Standar 2014, SAIPI), apabila tidak ada auditor yang mempunyai keahlian
yang diharapkan. Auditor harus mampu memberikan rekomendasi/saran
dalam hal peringatan/deteksi dini (early warning system) kepada pimpinan
organisasi untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan perbaikan
terutama pada area yang memiliki potensi masalah/risiko ketidaktaatan yang
dapat menghambat pencapaian tujuan. Apabila dari hasil pengumpulan,
analisis, dan intepretasi bukti-bukti, auditor menyimpulkan adanya potensi
tindak penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, melalui
bukti-bukti tersebut dapat dijadikan informasi awal untuk ditelaah lebih lanjut

sebagai informasi perlunya audit investigasi atau tidak.



D. Tahapan Audit Ketaatan

Diagram 1.1 Tahapan Audit Ketaatan

TAHAPAN AUDIT KETAATAN

PERENCANAAN

* Penetopun  Tujuon  dun Ruong
tingkup

+ Pamaobarncn Proses Blsnis Audit

* Audit Pendahutuarn

» identifikasi  dan  Peniicion  Risiko

Ketidakiaatan
» identifikost dan Paniloian
Kecukupan Pengsndation Kunci

-

Banyusunon Rencana Pengulion
* Panyusunan Progrom Kerjo
*» Panguilokasion Surnber Daya

PELAKSANAAN

* Panstapon Urdtan Prionitos yang
Akan  Dilokukan  Audit  Rinol
Beserta Tujuannya

« Pelaksanoon PRA Rincl

» Pooyusunan Kerta Kerja Audit

+ Pendokumantasion Kortos Kerjo

Audit
* Penyusunan  Simpulon  don
Temuan Sementarg

* Fembohason Simpulon, Temuan
Sementara, don Hosil Audit

dengan Audit

PENGKGMUNIKASIAN HASIL PENGAWASAN
DAN MONITORING TINDAK SANJUT
« Penyusuncn Konsep IHA
* Perolehon Tanggopon otas Simpulon gon
Rekomenckst
» Penyusuncs don Penyompoion LHA
+ Manitoring Tindok Lanjut



BAB II
PROSES PERENCANAAN AUDIT

A. Tujuan Perencanaan

Tujuan perencanaan audit adalah mempersiapkan audit secara rinci

berdasarkan perencanaan pengawasan APIP, sehingga audit dapat

dilaksanakan secara efisien dan efektif. Pada perencanaan audit, auditor

mengumpulkan informasi untuk menentukan :

o P

F@m oo oo

Penetapan Tujuan dan Ruang Lingkup;

Pemahaman Proses Bisnis Auditi;

Audit Pendahuluan;

Identifikasi dan Penilaian Risiko Ketidaktaatan;
Identifikasi dan Penilaian Kecukupan Pengendalian Kunci;
Penyusunan Rencana Pengujian;

Penyusunan Program Kerja;

Pengalokasian Sumber Daya.

Sebelum merumuskan tujuan audit, sebaiknya perlu dipahami alasan-alasan

yang melatarbelakangi penugasan audit yang akan dilaksanakan.

Pelaksanaan audit ketaatan dapat dilakukan berdasarkan:

s

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) hasil proses penilaian risiko
organisasi melalui Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PPBR)
atau berdasarkan hasil audit sebelumnya atas area, proses, sistem, fungsi,
program/kegiatan Perangkat Daerah yang masin terdapat risiko
ketidaktaatan.

Permintaan pimpinan organisasi/kepala daerah, atas suatu unit organisasi
atau area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan Perangkat Daerah,
atau berdasarkan permintaan pihak lain dengan alasan tertentu atau hal
lain yang dilaksanakan dalam kondisi darurat atau adanya indikasi
ketidaktaatan atau alasan penting lainnya.

Area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan atau hal lain yang baru
atau pertama kali dilaksanakan atau dilaksanakan dengan perubahan

prosedur atau perubahan proses lainnya.

Area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan Perangkat Daerah yang
tidak selaras dengan sasaran RPJMD/N disarankan untuk dilakukan audit

ketaatan.



B. Tahap-Tahap Perencanaan
Berikut adalah tahap-tahap perencanaan yang perlu dipersiapkan APIP antara
lain:
1. Penetapan Tujuan Dan Ruang Lingkup
Langkah pertama dalam memulai suatu penugasan adalah menentukan
tujuan (apa yang akan dicapai) dan ruang lingkup penugasan (apa yang
akan diuji). Audit ketaatan bertujuan untuk memberikan keyakinan
memadai bahwa suatu area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan
Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai peraturan psrundang-undangan,
kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah
ditetapkan. Penetapan tujuan audit merupakan proses kritis pada awal
penugasan. Kegagalan menetapkan tujuan audit secara jelas dapat
membuat pekerjaan tim tidak selaras dengan alasan penugasan. Pada akhir
penugasan, tujuan audit dinyatakan secara tegas dalam Laporan Hasil
Audit (LHA). Tujuan audit ketaatan yang jelas akan menegaskan tujuan

penjaminan yang akan diberikan auditor intern.

Agar sasaran audit ketaatan dapat dicapai, auditor harus menetapkan
ruang lingkup penugasan yang memadai. Pernyataan ruang lingkup perlu
dibuat untuk menjelaskan apa yang tercakup dan tidak tercakup di dalam
penugasan. Auditor dapat melakukan audit ketaatan pada level area,
proses, sistem, fungsi, program /kegiatan Perangkat Daerah. Terkait kriteria
ketaatan yang akan diberi penjaminan, auditor dapat membatasi lingkup
audit pada aspek ketaatan/compliance terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, prosedur dan kebijakan yarg telah ditetapkan,

serta kecukupan pengendalian.

2. Pemahaman Proses Bisnis Perangkat Daerah
Dalam merencanakan penugasan, auditor harus memanami auditi (tujuan,
proses dan area yang menjadi lingkup audit). Kegagalan dalam memahami
auditi dapat berakibat pengujian yang tidak lengkap atau kesalahan
pengalokasian sumber daya. Yang pertama harus dipahami oleh auditor
adalah tujuan organisasi. Sejauh mana tujuan organisasi telah tercapai dan
proses yang dilakukan pimpinan Perangkat Daerah dalam mencapainya.
Dalam memahami proses bisnis (probis) auditi dibutahkan pemahaman
yang mendalami terkait dengan renana strategis (renstra), struktur

organisasi, mandat, tugas dan fungsi, tujuan dan target (output) serta



capaian kinerja.

Auditor dapat menggunakan berbagai sumber data untuk memahami probis
auditi. Salah satunya dengan memanfaatkan data yang tersedia, misalnya
renstra, struktur organisasi, SOP, kebijakan, uraian tugas dan jabatan,
dokumentasi lain misalnya data audit tahun lalu, DPA auditi yang
bersangkutan, KKP dan LHP tahun lalu, tindak lanjut LHP tahun
sebelumnya, register risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP),
laporan efektivitas pengendalian, Laporan Pemantauan Penerapan
Manajemen Risiko, Laporan Penyelenggaraan SPIP dsb. Hal ini berguna
untuk pembuatan Program Kerja Audit (PKA) agar audit berjalan dengan
efisien dan efektif dalam audit ketaatan atas area, proses, sistem, fungsi,

program /kegiatan Perangkat Daerah.

. Audit Pendahuluan

Terdiri dari:

a. Persiapan
Desk audit adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi awal yang
dapat diperoleh dari Perangkat Daerah sebelum audit lapangan (DPA,
Renstra, struktur organisasi, uraian tugas, LHP tahun lalu, dan
dokumen auditi lainnya) serta analisis data untuk mendapatkan
gambaran umum permasalahan administrasi sehingga diperoleh
Potential Audit Objective (PAO) yang menjadi bahan masukan

penyusunan program kerja survei pendahuluan.

b. Survei Pendahuluan
Survei pendahuluan adalah suatu proses dalam audit internal yvang
bertujuan memperdalam gambaran (informasi) umum mengenai auditi
sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar
hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan

organisasi. Survei pendahuluan dapat dibagi ke dalam 4 tahap:

1) Pengenalan Auditi
Tahap ini mencakup pengumpulan informasi mengenai hal-hal
berikut:
a) Dasar hukum penetapan auditi, peraturar perundang-
undangan dan kebijakan yang berlaku;

b) Penetapan struktur organisasi dan uraian tugss;



2)

3)

c) Tujuan dan sasaran auditi menurut DPA;

d) Pengendalian intern dan keuangan,;

€) Dokumen yang berkaitan dengan program;

f) LHA periode sebelumnya;

g) Pengaduan/atensi masyarakat;

h) Prosedur program /kegiatan, dst.

Pada saat auditor melakukan survei untuk menemukan

permasalahan, pada dasarnya auditor melakukan identifikasi,

petunjuk, atau indikasi adanya ketidaktaatan/penyimpangan.

Beberapa dari indikasi-indikasi yang biasanya mudah dikenali:

- Tidak adanya perencanaan, kalaupun ada t:dak memadai, tidak
selaras dengan RPJMD /RPJMN.

- Tidak adanya pemisahan tanggungjawab dalam bagan organisasi
yang memadai;
Prosedur/SOP tidak efektif atau biayanya melampaui kewajaran
atau tidak jelas sehingga perlu dilakukan pengujian yang
mendalam;

- Tidak dibuatnya sistem sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan
fungsi;

Adanya transaksi atau program di luar anggaran yang tersedia;

ldentifikasi Permasalahan

untuk menentukan adanya permasalahan adalah mengidentifikasi

seluruh program, kegiatan, dan fungsi, hal ini dapat dilihat dari

program atau kegiatan (tugas fungsi Perangkat Daerah) yang penting
apakah:

- Selaras dengan program/sasaran strategis RRJMD/ RPJMN;
Rawan terhadap tindak penyimpangan, kecurangan (fraud),
penyalahgunaan;

- Menyangkut transaksi rupiah yang sangat besar;

- Mendapat perhatian besar dari pimpinan;

Dari audit sebelumnya mengandung banyak kelemahan dan

kekurangan sistem pengendalian.

Konfirmasi/Klarifikasi
Tahap ini merupakan pengujian secara terbatas untuk memperoleh
kepastian mengenai hal-hal yang kritis dan memperoleh kepastian

mengenai diperlukan tidaknya audit yang lebih mendalam.



4)

5)

Simpulan atas Survei Pendahuluan

Di dalam melaksanakan survei pendahulauar diterapkan teknik-
teknik survei yang meliputi wawancara, analisis perbandingan, bagan
alir, kajian ulang analistis, dan observasi. Pada akhir survei
pendahuluan dibuat simpulan secara keseluruhan yang merupakan
laporan hasil survei pendahuluan yang berisikan informasi umum,
risiko audit yang menunjukkan indikasi kelemahan dan kerentanan
pada area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan OPD dan unsur-
unsur lainnya yang diaudit yang selanjutnya disebut sasaran audit
sementara atau Tentative Audit Objectives (TAO).

Contoh Program Kerja Survei Pendahuluan dapat dilihat pada

Lampiran 1.

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
Evaluasi pelaksanaan SPI adalah kegiatan untuk mendapatkan
informasi mengenai keandalan SPI dengan menelaah dan mengujinya
sehingga dapat disimpulkan sasaran audit yang pasti atau Firm
Audit Objective (FAO).
Evaluasi pelaksanaan SPI mengikuti mekanisme:
a. Perumusan Tujuan Evaluasi Pelaksanaan SPI
Tujuannya adalah menilai dan mengevaluasi keandalan SPI serta
melakukan berbagai analisis untuk mendeteksi kelemahan
pengendalian yang terjadi.
b. Penyusunan Program Kerja Audit pada Evaluasi SPI
Berdasarkan standar  audit, dinyatakan bahwa APIP harus
memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji
penerapannya/efektivitas dari pengendalian intern auditi.
Instrumen SPI merupakan sarana prosedur yang dirancang untuk
menilai keandalan pengendalian intern auditi yang meliputi 5
(lima) unsur dengan 25 sub unsur pengendalian dalam SPIP.
c. Pelaksanaan PKA-SPI
Berdasarkan data pelaksanaan SPI yang telalk dikumpulkan dari
auditi, pada tahap ini tim audit melakukan penilaian simpulan

audit pendahululuan dengan menggunakan 5 unsur dengan 25



sub unsur SPIP sehingga ditetapkan FAO nya. Auditor
bertanggung jawab menentukan seberapa jauh pengendalian
intern dapat diandalkan, memastikan bahwa area, proses, sistem,
fungsi, program/kegiatan Perangkat Daerah sejalan dengan
peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur vang
berlaku serta peraturan terkait. Disamping itu, auditor dapat
memperkirakan kemungkinan risiko yang terjadi pada auditi di
dalam melaksanakan kegiatannya. Hasil evaluasi SPI harus
dianalisis untuk menentukan perlu tidaknya audit yang lebih

mendalam. Sistem pengendalian auditi antara lain:

Lingkungan pengendalian yang kondusif
Kemampuan memprediksi dan mengantisipasi risiko
Aktivitas pengendalian yang memadai

Informasi dan komunikasi yang efektif

- - B

Adanya pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut

. Penyusunan KKA
Hasil pelaksanaan PKA Audit Intern dituangkan kedalam kertas
kerja audit oleh auditor yang bersangkutan sesuai dengan

penugasannya berdasarkan PKA.

. Penyusunan Laporan Hasil Audit Pada Evaluasi SPI

Pada akhir evaluasi SPI dibuat simpulan secara keseluruhan yang
merupakan laporan hasil audit pada evaluasi pelaksanaan SPI
yang menunjukkan kelemahan dan kerentanan pada area, proses,
sistem, fungsi, program/kegiatan dan unsur-unsur lainnya yang
diaudit yang selanjutnya disebut Tentative Audit Objectives (TAO).
TAO adalah sasaran audit yang merupakan hasil dari tahap
evaluasi sistem pengendalian intern. Kegiatan evaluasi
pelaksanaan SPI adalah mendapatkan informasi mengenai SPI,
menelaah dan menguji keandalan SPI sehingga dapat
disimpulkan sasaran audit yang tentative atau TAO.

Jika disimpulkan sistem pengendalian intern "andal’, maka
dilakukan pengujian pengendalian yang bertujuan untuk
mengukur 'risiko pengendalian' guna menentukan luas dan

dalamnya pengujian rinci yang akan dilakukan.



Jika disimpulkan sistem pengendalian intern "tidak andal', maka
audit dilanjutkan ke tahap pengujian rinci, tidak perlu melalui
tahap pengujian pengendalian. Hasil pengembangan pengujian
rinci dijadikan sasaran audit tetap (FAO) sebagai dasar untuk
penyusunan simpulan dan ketentuan hasil audit.

Contoh Kertas Kerja Evaluasi SPI dapat dilihat pada Lampiran 2
dan 3.

Identifikasi dan Penilaian Risiko Ketidaktaatan

Tujuan dari tahap identifikasi dan penilaian risiko ketidaktaatan
adalah  menentukan potensi/risiko  ketidaktaatan dalam
penyelenggaraan area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan
sesuai peraturan perundang- undangan, kebijakan, prosedur
yang berlaku serta peraturan terkait, yang akan didalami oleh
auditor. Apabila auditi telah menyusun register risiko, identifikasi
dan penilaian risiko dapat dilakukan dengan memanfaatkan risk
register dan profil risiko auditi dan dilakukan penilaian atas
validitas risk register auditi tersebut. Penilaian validitas risk
register auditi dapat dilakukan dengan melakukan brainstorming
mengenai risiko (sebab dampak) dan melakukan skenario ulang
dalam menyusun dan membuat daftar risiko yang dapat
diandalkan (valid). Namun, bila auditi belum memiliki daftar
risiko yang memadai, auditor memberikan fasilitasi dengan auditi

untuk mengidentifikasi, menilai, dan menetapkan risiko.

ketidaktaatan pada suatu proses bisnis yang dapat menghambat
pencapaian tujuan organisasi. Proses identifikasi dan penilaian
risiko dilakukan atas prosedur penyelenggaraan dari suatu
program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dan
program prioritas. Hal tersebut dapat terlihat dari keselarasan
antara dokumen RPJMD, Renstra, dan IKU yang mendukung
program prioritas tersebut.

Contoh Kertas Kerja Identifikasi dan Penilaian Risiko dapat dilihat
pada Lampiran 4.



g.

Identifikasi dan Penilaian Kecukupan Pengendalian Kur:ci

Bagi Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pengelolaan
risiko, auditor dapat melakukan penilaian kecukupan
pengendalian kunci yang telah dimiliki CPD. Dalam menilai
kecukupan desain pengendalian, auditi mengelompokkan respons
atas risiko menjadi 4T yaitu:

- Tolerate/terima,

- Terminate/hindari,

- Transfer/alihkan, dan

- Treat/tangani.

Auditor mengidentifikasi desain pengendalian kunci yang telah
didokumentasikan /ditetapkan auditi di dalam kebijakan, standar
prosedur operasi serta rencana tindak pengendalian bagi
organisasi.

Auditor menentukan apakah rancangan pengendalian kunci

tersebut telah memadai untuk mengelola risiko pada level yang

dapat diterima organisasi. Dalam menilai kecukupan desain
pengendalian kunci, auditor harus mempertimbangkan:

- Selera risiko dan tingkat risiko organisasi;

- Kemampuan pengendalian kunci untuk mengamankan
pencapaian tujuan/menangani risiko jika pengendalian
dijalankan sesuai rancangan;

- Keberadaan dan kemampuan pengendalian tambahan yang
diperlukan untuk mengamankan pencapaian
tujuan/menangani risiko.

Identifikasi dan penilaian kecukupan desain pengendalian kunci

diharapkan dapat menentukan bahwa proses penyelenggaraan

area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan utama telah
dilakukan pengendalian dan dievaluasi secara rutin serta
dikaitkan dengan proses penilaian risiko yarg ada untuk dapat
meminimalisir kegagalan dan dampak yang timbul akibat risiko
yang ada. Setelah melakukan penilaian atas kecukupan desain
pengendalian kunci, auditor perlu menyusun observasi awal dan

mendiskusikannya dengan pimpinan Perangkat Daerah.



Bagi pemerintah daerah yang belum menerapkan pengelolaan
risiko, APIP dapat merekomendasikan perbaikan dalam
penerapan pengendalian intern.

Contoh Kertas Kerja Identifikasi dan Penilaian Kecukupan
Pengendalian Kunci dapat dilihat pada Lampiran 5.

. Penyusunan Rencana Pengujian

Penyusunan rencana pengujian termasuk sifat pengujian, waktu

dan prosedur yang diperlukan merupakan langkah dalam upaya

mendapatkan bukti. Bukti dapat dibedakan dalam beberapa jenis

atau golongan sebagai berikut:

1. Bukti pengujian fisik
Bukti pengujian fisik dilakukan untuk meyakinkan mengenai
keberadaan (kuantitatiff dan mutu (kualitatif)y dari aktiva
berwujud. Bukti ini juga untuk meyakinkan kebenaran atau
kesesuaian suatu proses dengan prosedur bakunya. Bukti
pengujian fisik diperoleh melalui pengamatan langsung oleh
auditor sendiri. Hasil pengamatan fisik oleh auditor tersebut
dikukuhkan ke dalam suatu media pengganti fisik yaitu berita
acara hasil audit fisik, dengan dilampirkan dokumen lain
seperti hasil inspeksi lapangan, foto, surat pernyataan, denah
lokasi atau peta lokasi dan lain- lain.

Contoh: Berita Acara Hasil Audit Fisik

2. Bukti dokumen

Bukti audit yang paling banyak ditemui oleh auditor adalah
bukti dokumen. Bukti dokumen pada umumnya terbuat dari
kertas yang mengandung informasi. Dalam menilai atau
mengevaluasi bukti dokumen, auditor sebaiknya
memperhatikan pengendalian intern sumber dokumen
tersebut dan terpenuhinya persyaratan yuridis. Kelemahan
sistem pengendalian intern memungkinkan dokumen
mengandung kesalahan, bahkan dokumen palsu yang dibuat
oleh karyawan yang tidak jujur.

Contoh: Kuitansi, Surat Perintah Membayar (SPM), Buku Kas

Umum



3. Bukti analisis

Bukti analisis adalah bukti audit yarg diperoleh auditor
dengan melakukan analisis atau mengolah lebih lanjut data
auditi dan data lain yang berkaitan dengan auditi. Bukti
analisis hanya memberikan petunjuk mengenai
kecenderungan suatu kejadian, sehingga antuk membuktikan
terjadi atau tidaknya harus didalami dergan perolehan jenis
bukti yang lain.

Contoh: Analisis tren jumlah pelayanan dari tahun ke tahun,
Analisis perbandingan waktu pelayanar dengan pelayanan

serupa di provinsi/kabupaten/ kota lain.

4. Bukti keterangan

Bukti keterangan adalah bukti yang diperoleh auditor dari
pihak lain (baik dari pihak auditi maupun pihak ketiga)
berdasarkan pertanyaan atau informasi tertentu yang diminta
oleh auditor. Bukti keterangan merupakan bukti pendukung
bukti-bukti lain yang telah didapatkan oleh auditor. Biasanya
bukti fisik, bukti dokumen, bukti analisis atau bukti lisan
(vang dituangkan dalam kertas kerja dengan seksama) terlebih
dahulu baru kemudian dilengkapi dengan bukti kesaksian
(didapat dari pihak lain karena diminta oleh auditor).

Contoh: Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), Berita

Acara Hasil Konfirmasi.

Penyusunan Program Kerja Audit

Langkah selanjutnya adalah menyusun Program Kerja Audit
(PKA). PKA digunakan sebagai panduan bagi auditor selama
melakukan audit. PKA berisi tujuan setiap prosedur dan
rangkaian langkah-langkah audit yang ditetapkan dalam
pelaksanaan  audit. Termasuk langkah mengidentifikasi,
menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi
dan bukti internal maupun eksternal auditi selama penugasan

audit.

Program Kerja Audit harus direview dan disetujui sebelum
dilaksanakan. Dalam  penyusunan PKA di  samping

memperhatikan tujuan setiap prosedur audit, teknik sampel yang



digunakan juga terkait dengan rencana pengujian sistem
pengendalian, juga rencana pengujian untuk mengidentifikasi
ketidaktaatan dalam penyelenggaraan suatu area, proses, sistem,
fungsi, program/kegiatan OPD hingga ke simpulan hasilnya.
Berdasarkan simpulan permasalahan yang dijumpai, auditor
memberikan rekomendasi untuk peningkatan ketaatan, perbaikan
tata kelola, pengendalian intern dan pengelolaan risiko pada
auditi serta mencegah dan menangkal terjadinya tindak
penyimpangan.

Contoh Program Kerja Audit dapat dilthat pada Lampirar. 6

Pengalokasian Sumber Daya

Langkah terakhir di tahap perencanaan adalah pengalokasian
sumber daya (jam kerja, hari pengawasan, personil t‘m auditor
dan dana) yang dibutuhkan tim untuk melaksanakan penugasan.
Tim disusun dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian
secara kolektif sesuai dengan penugasan audit ketaatan yang
akan dilakukan termasuk pembuatan surat tugas dan anggaran

waktu penugasan.

Kompetensi dan pengalaman auditor berkontribusi penting dalam
menentukan waktu audit dan membuat rencana pengujian, biaya
dan jadwal pengujian agar dapat diselesaikan tepat waktu. Hasil
dari tahap ini adalah alokasi hari pengawasan (HP) masing-
masing auditor, alokasi biaya per auditor dan jenis pengujian
yang akan dilakukan. Terhadap rencana prosedur pengujian
tersebut, ditetapkan auditor yang akan melaksanakan disertai
target waktu pelaksanaan (PKA) dan termasuk jumlah dana yang

diperlukan



BAB III
PELAKSANAAN AUDIT KETAATAN

Audit merupakan satu bentuk pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh
APIP melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan
secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan SAIPI. Audit bertujuan
untuk menilai kebenaran, keakuratan dan keandalan informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan APBD dengan cara menguji tingkat
kesesuaian antara kondisi yang menyangkut area, proses, sistem, fungsi,

program /kegiatan OPD yang di audit dengan kriterianya.

Dengan melengkapi simpulan atas permasalahan yang ditemui, auditor
memberikan bukti-bukti pendukung serta simpulan rekomendasi perbaikan
pengendalian. Oleh karena itu dalam melakukan audit ketaatan, auditor
memberikan keyakinan memadai bahwa area, proses, sistem: yang diaudit telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku
serta peraturan terkait, kriteria dan ketentuan yang berlaku lainnya. Berikut

adalah kerangka berfikir dalam melakukan audit ketaatan:

Diagram 3.1 Kerangka Berfikir Audit Ketaatan

Wisi Misi Yu;uan Sassimn Strates E Program Strategls
; 1 i Prands Srancki

Rekomendasi

Manghitangkan sebab
Mengurangt dempak
Perbaikan pengendalinn inters dan pengelolaan risiko

Sumber: diolah dari berbagai sumber
{Audit Kinerja, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2017)

Kegiatan audit rinci adalah audit yang dilakukan secara lebih mendalam



berdasarkan laporan hasil evaluasi SPI yang dituangkan kedalam PKA Rinci untuk
memperoleh pembuktian bahwa kondisi tertentu memang terjadi dan
mengembangkannya sehingga diperoleh atribut temuan secara lengkap. Audit

rinci mengikuti tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Urutan Prioritas yang akan dilakukan Audit Rinci Beserta
Tujuaannya
Tim menyusun prioritas dengan memilih kondisi mana yang akan didahulukan
auditi sebagaimana tercantum dalam FAO. Apabila diperlukan dapat dilakukan
sampling atas kegiatan yang ada, baik yang dikerjakan secara swakelola
maupun dengan kontrak. Tim menentukan tujuan audit untuk masing-masing

masalah sesuai prioritas yang telah ditetapkan.

B. Pelaksanaan PKA Rinci
Pelaksanaan PKA rinci diharapkan mampu menggali ketepatan FAO yang
ditetapkan sebelumnya untuk disarankan dalam penytsunan kelengkapan
atribut temuan baik dalam penyajian kondisi, kriteria, penyebab, akibat, dan
pengembangan rekomendasinya sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan
temuan audit yang baik. Dalam tahap pelaksanaan audit rinci, auditor
dimungkinkan untuk merevisi PKA yang sesuai kondisi yarg ditemui.
Tahap pelaksanaan terdiri dari:
1. Pengujian dan Pengumpulan Bukti
Pada tahap ini auditor harus menguji materi/substansi transaksi
pelaksanaan area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan secara
memadai  untuk memperoleh pembuktian yang layak apakah
transaksi/kegiatan telah sesuai dengan atau menyimpang dari peraturan
perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan
terkait yang telah ditetapkan. Adapun bukti (internal dan ekstemal) yang di
evaluasi auditor adalah semua media informasi yang digunakan oleh
auditor untuk mendukung argumentasi, pendapat atau simpulan dan
rekomencasinya dalam meyakinkan tingkat kesesuaian kondisi dengan
kriterianya. Bukti harus memenuhi syarat kuantitatif dan kualitatif:
a) Syarat kuantitatif, yaitu bahwa jumlah bukti harus cukup untuk
meyakinkan pihak lain yang mengetahui masalahnya;
b) Syarat kualitatif bukti mencakup 3 (tiga) atribut, yaitu relevan, absah,
dan handal;
- Relevan menyatakan bahwa bukti itu mempunyai hubungan yang

logis dengan dan arti penting bagi temuan audit yang bersangku tan.



- Absah menyatakan bahwa bukti itu didasari oleh argumentasi yang
benar dan informasi yang akurat.

- Handal menyatakan bahwa bukti itu dapat diandalkan yang
menunjukkan konsistensi hasil dalam arti bahwa jika informasi

diuji/diukur hasilnya tetap dan selain itu dapat civerifikasikan.

Bukti audit adalah semua media informasi yang digunakan o.eh auditor

untuk mendukung argumentasi, pendapat azau simpulan dan

rekomendasinya dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi

dengan kriteriannya.

Syarat-syarat bukti audit yang handal ada empat syarat yaitu disebut

REKOCUMA masing-masing sebagai berikut:

1. Relevan:
Bukti audit harus relevan dan logis mendukung atau menguatkan
pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan
kesimpulan audit.

2. Kompeten:
Bukti audit dikatakan kompeten apabila bukti yang diperoleh
berasal dari sumber yang independen dan dspat dipercaya serta
terjamin keakuratannya. Kompeten atau tidaknya suatu bukti
dipengaruhi oleh sumber bukti, cara mendapatkan bukti, dan
kelengkapan persyaratan yuridis bukti tersebut.

3. Cukup:
Bukti yang cukup berkaitan dengan jumlah dan nilai keseluruhan
bukti berarti dapat mewakili atau menggambarkan keseluruhan
kondisi yang dipermasalahkan serta jumlahnya memenuhi syarat
untuk mendukung temuan auditor.

4. Material:
Bukti material adalah bukti yang mempunyai nilai yang cukup
berarti dan penting bagi pencapaian tujuan organisasi. Materialitas
dapat dilihat antara lain: besarnya nilai uang, pengaruh terhadap
kegiatan, hal yang menyangkut tujuan audit, pentingnya menurut
peraturan perundangan, keinginan pengguna laporan, kegiatan

yang pada saat audit dilakukan sedangjadi perhatian umum.

APIP harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung
kesimpulan dan temuan audit. Dalam standar audit menyatakan bahwa

auditor harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung



simpulan dan temuan audit. Bukti yang diperlukan untuk mendukung

temuan dapat berupa bukti yang diperoleh dari pengamatan, observasi,

tanyajawab, serta dokumen:

- Bukti pengakuan hasil wawancara atau pernyataan dari pihak yang
terlibat;

- Bukti berupa dokumen terdiri dari peraturan, laporan, risalah,
memorandum, pengendalian, kutipan dari catatan pembukuan,
bagan, dan ketentuan mengenai arus dokumen, sistem yang
dirancang, struktur organisasi dan bagan fungsinya;

- Bukti yang diperoleh dari analisis informasi yang dihimpun oleh
auditor.

Pengumpulan bukti selanjutnya masih harus diuji dengan menggunakan

teknik reviu dokumen, wawancara, konfirmasi, observasi, kuesioner

serta pembandingan dan penelusuran hingga bukti asal. Selain untuk
mendukung simpulan audit ketaatan pada suatu area, proses, sistem,
fungsi, program/kegiatan auditi, bukti yang dikumpulkan dan diuji juga
merupakan bukti yang mendukung ada atau tidaknya kelemahan dalam

SPI pada auditi serta bukti yang mendukung ada/tidaknya ketidaktaatan

terhadap peraturan perundang-undangan dan identifikasi potensi tindak

penyimpangan.

Pengujian dilakukan sesuai PKA yang telah ditetapkan pada tahap
perencanaan. Dalam setiap pengujian yang dilakukan, hasilnya
didokumentasikan ke dalam kertas kerja audit (KKA). KKA yang baik
harus mencerminkan:

1) Kegiatan audit mulai dari perencanaan, survei pendahuluan, evaluasi
pengendalian  intern, pengujian substantif, simpulan dan
permasalahan/temuan hasil audit, berita acara pembahasan hasil
audit, sampai dengan pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.

2) Langkah-langkah audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan,
informasi yang diperoleh dan simpulan-simpulan hasil audit.
Langkah-langkah kerja dalam PKA yang telah dilaksanakan
menghasilkan data beserta penarikan simpulan hasil audit
didokumentasikan dalam KKA.

Contoh Kertas Kerja Pengujian Data Audit dapat dilihat pada Lampiran 7.

2. Evaluasi Bukti dan Pengambilan Simpulan

Pelaksanaan dan teknik audit menghasilkan bukti-bukti yang membantu



auditor untuk dapat menilai efektivitas pengendalian intern. Beberapa

pertanyaan yang harus dijawab auditor untuk menilai ketaatan suatu area,

proses, sistem, fungsi, program /kegiatan:

a. Apakah area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan telah
direncanakan dengan baik?

b. Apakah area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan telah
diselenggarakan sesuai ketentuan?

c. Apakah pengendalian yang ada dan diterapkan sudah membantu
pencapaian tujuan organisasi?

Untuk mejawab pertanyaan-pertanyaan ini, auditor internal harus

mengambil kesimpulan berdasar informasi/bukti yang didapat sejak tahap

perencanaan sampai pelaksanaan penugasan.

. Pengembangan Temuan dan Rekomendasi
Setelah dilakukan pengujian, pengumpulan bukti, evaluasi bukti, dan
menyusun simpulan, auditor internal harus menyusun temuan (finding).
Temuan berpangkal tolak dari perbandingan kondisi (epa yang sebenarnya
terjadi) dengan kriteria (apa yang seharusnya terjadi menurut peraturan
yang ada), mengungkap akibat yang ditimbulkan dari perbedaan kondisi
dan kriteria tersebut serta mencari penyebabnya. Pergembangan temuan
sangat menentukan keberhasilan tugas audit. Untuk itu, auditor perlu
memahami unsur-unsur temuan, sehingga pengembangan temuan menjadi
lebih efektif.

Terdapat duajenis temuan, yaitu:

a. Temuan Positif yang harus dimuat di dalam laporan audit, terutama
temuan yang berpengaruh terhadap peningkastan motivasi dan
memberikan  apresiasi atas area, proses, sistem, fungsi,
program/kegiatan yang telah dilaksanakan tepat waktu dan kualitas
yang lebih baik dari rencana kepada auditi;

b. Temuan Negatif, antara lain meliputi;

* Penyimpangan / penggelapan

* Kelemahan sistem atau prosedur

* Aktivitas yang tidak benar/tepat

Apabila dijumpai kelemahan atau kekurangan yang penting, maka
auditor harus menyusun rencana pengembangan semua aspek yang
berhubungan dengan masalah tersebut dengan tepat dan segera.

Input yang digunakan dalam kegiatan "Penyusunan Temuan Hasil
Audit" adalah:



e Tujuan audit;

e Kriteria yang telah ditetapkan;

e Bukti audit (relevan, kompeten, cukup, material); dan

* Kesimpulan hasil pengujian bukti.

Dalam menyusun suatu temuan audit ketaatan, hal yang sangat utama
diperhatikan adalah apakah temuan audit yang dibuat auditor
merupakan jawaban atas pertanyaan/dugaan sementara/hipotesis yang
telah dituangkan dalam tujuan audit yang telah ditetapkan. Temuan
audit (utuh & tidak cacat) seharusnya berisi kesimpulan hasil pengujian
atas bukti audit yang diperoleh auditor dalam usahanya untuk
mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan
memberikan rekomendasi yang dapat segera ditindaklanjuti oleh

auditi/OPD.

Langkah-langkah yang diperlukan dalam kegiatar menyusun temuan

audit adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan hasil pengujian bukti, apabila terdapat
perbedaan (gap) yang signifikan antara kondisi dan kriteria, tentukan
apakah perbedaan tersebut positif atau negatif. Perbedaan positif
terjadi apabila kondisi yang ditemukan sama atau lebih baik
daripada kriteria. Perbedaan negatif terjadi apabila kondisi yang
ditemukan tidak sesuai/mencapai kriteria.

2. Sangat dimungkinkan, auditor menemukan suatu kondisi yang telah
memenuhi atau melebihi kriteria yang disebut temuan positif. Auditor
perlu mempertimbangkan relevansi temuan positif dengan tujuan
audit. Apabila temuan tersebut relevan terhadap tujuan audit, maka
auditor perlu mengungkap hal tersebut dalam Laporan Hasil Audit
berupa apresiasi di bab penutup.

3. Dalam hal auditor menemukan kondisi yang tidak memenuhi
kriteria, yang disebut sebagai temuan negatif, auditor perlu
mengidentifikasi unsur-unsur temuan hingga menjadi suatu temuan
audit dengan atribut yang lengkap atau tidak cacat, agar segera
dilakukan tindak lanjut oleh auditi.



Rekomendasi

Gambar 3.1 Struktur Atribut Temuan

Unsur/atribut temuan antara lain:

1)

2)

3)

Kondisi (kekurangan atau kelemahan apa yang sebenarnya terjadi).

Kondisi menunjukkan realitas yang ada dari sua-u pelaksanaan area,

proses, sistem, fungsi, program/kegiatan yang menunjukkan adanya

kekurangan atau kelemahan. Untuk menyatakan kondisi, auditor

harus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, cukup dan

material.

Kriteria (apa yang seharusnya terjadi).

Kriteria adalah standard, ukuran atau harapan (expectation), antara

Jain berupa:

a. peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. program/kegiatan OPD yang selaras dengan
program/sasaran RPJMD/RPJMN;

c. ketentuan pimpinan organisasi yang harus ditaati/ dilaksanakan.

d. pengendalian intern yang andal;

e. tolok ukur keberhasilan, efisiensi dan kehematan; dan

f. standar dan norma/kaidah

Kriteria yang diperoleh harus diuji dan dianalisis secara tepat dan

setelah itu baru dapat digunakan sebagai tolok ukur atau

pembanding dengan kondisi yang dijumpai.

Sebab (mengapa terjadi perbedaan antara kondisi dan kriteria).

Penyebab merupakan hal yang penting apabila ditinjau dari tujuan

audit yaitu untuk menghasilkan rekomendasi ke arah perbaikan di

masa datang. Penyebab ini mengungkap tentang mengapa terjadi

ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria. Contoh penyebab antara



4)

3)

lain:

a. Pembagian tugas dan wewenang belum ditetapkan secara jelas;

b. Koordinasi dalam pelaksanaan area, proses, sistem, furgsi,
program/kegiatan tidak berjalan dengan baik;

c. Tidak adanya kebijakan/prpsedur yang memadai urtuk
melaksanakan suatu area, proses, sistem, furgsi,
program /kegiatan;

d. Belum ditetapkannya Standar Satuan Biaya (SSB) dan Standar
Satuan Harga (SSH); dst.

Hal yang perlu dipahami seorang auditor secara baik adalah

mengeksplore penyebab terjadi penyimpangan, karena bisa saja

kriteria atau aturannya yang kurang tepat dan perlu diperbaiki serta
disempurnakan.

Akibat dan dampak (apa akibat dan dampak yang ditimbulkan dari

adanya perbedaan antara kondisi dan kriteria).

Akibat dapat berupa kemungkinan yang akan terjadi maupun yang

telah terjadi.

Rekomendasi (apa yang dapat dilakukan untuk

memperbaikinya).

Rekomendasi adalah usulan rencana perbaikan yang diberikan cleh

auditor internal untuk menutup gap antara kondisi dan kriteria.

Rekomendasi harus dirancang guna:

a. memperbaiki kelemahan (menghilangkan penyebab); dan

b. meminimalisasi akibat dari kelemahan yang ada.

Contoh rekomendasi:

a. menyusun kebijakan/aturan dalam rangka melaksanakan area,
proses, sistem, fungsi, program/kegiatan;

b. merevisi atau memperbaiki prosedur/SOP agar sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi harus jelas:

a. ditujukan kepada siapa;

b. mengarah pada tindakan nyata;

c. konsekuensi yang akan timbul apabila tindak lanjut acas
rekomendasi tidak dilakukan;

d. dapat dilaksanakan oleh auditi; dan



e. apabila ada alternatif perbaikan  tuangkanlah semua

alternatif berikut alasannya masing-masing.

Dalam memberikan/merumuskan rekomendasi, auditor harus

memperhatikan:

a. biaya yang akan terjadi dalam mengimplementasikan
rekomendasi harus tidak melebihi manfaat yang akan
diperolehnya;

b. jika terdapat beberapa alternatif rekomendasi dengan biaya yang
terkait, harus diusulkan; dan

c. rekomendasi harus dapat dilaksanakan.

4. Jika ditemukan indikasi yang mengandung unsur kerugian negara/
fraud yang relevan dengan tujuan audit, maka auditor perlu
melakukan pendalaman auditnya sampai menjadi temuan audit.
Indikasi yang tidak relevan dengan tujuan audit, perlu
didokumentasikan secara memadai dalam KKA dan akan
ditindaklanjuti padajenis audit lain yang sesuai.

5. Auditor mengomunikasikan konsep temuan aucit dengan pimpinan
auditi untuk mendapatkan klarifikasi. Tujuan dari komunikasi
konsep temuan audit dengan auditi adalah untuk memvalicdasi
konsep temuan yang telah dikembangkan oleh auditor.

6. APIP menyampaikan Temuan Audit kepada pimpinan auditi yang

diaudit melalui berita acara hasil audit.

Output yang dihasilkan dari kegiatan "Penyusunan Temuan Hasil
Audit" adalah:

a. Konsep Temuan Audit;

b. Serah Acara Temuan Audit;

c. Tanggapan resmi tertulis atas Serita Acara Temuan Audit.

C. Penyusunan Kertas Kerja Audit
Hasil pelaksanaan PKA rinci yang telah ditetapkan, dituangkan xe dalam
kertas kerja audit oleh auditor yang bersangkutan sesuai dengan
penugasannya berdasarkan PKA audit rinci. KKA adalah dokumen audit yang
memuat data catatan pembuktian yang dikumpulkan oleh auditcr selama
berlangsungnya audit mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap

pengkomunikasian hasil audit. KKA berisi metodologi yang dipilih, prosecur



yang ditempuh, bukti audit yang ditemukan, dan simpulan audit yang diambil
selama audit untuk mendukung laporannya. Informasi yang dimuat dalam
KKA harus memadai, kompeten, relevan, dan berguna untuk memenuhi tujuan
penulisan serta memberikan dasar yang kuat untuk temuan audit dan

rekomendasinya.

Tujuan KKA adalah mendokumentasikan informasi yang diperoleh selama
audit, melalui interview, penelaahan peraturan-peraturan, analisis atas sistem
dan prosedur, observasi atas kondisi,maupun pengujian transaksi dan
mengidentifikasi serta mendokumentasikan temuan audit sebagai sarana
untuk mencari hubungan berbagai fakta yang didapat, membandingkan,

menilai/mengukur besamya pengaruh sebuah temuan atau kelemahan.

Sasaran KKA yaitu untuk mendukung pembuatan laporan hasil audit,
membantu auditor saat pembahasan masalah dengan pihak yang diperiksa,
menjadi media review dan penilaian kecukupan teknik serta prosedur audit
dalam supervise selama pelaksanaan PKA, berfungsi sebagai bahan
pembuktian apabila terjadi tuntutan dari auditi atau sewaktu auditor menjadi
saksi ahli, berperan sebagai referensi baik untuk audit berikutnya dan
monitoring tindak lanjut maupun sebagai sarana pengendalian mutu
pengawasan.

KKA direviu oleh ketua tim/supervisor sesuai dengan kewenangan dan

tanggung jawabnya.
Contoh Penyusunan Kertas Kerja Audit dapat dilihat pada Lampiran 8 dan 9.

. Pendokumentasian Kertas Kerja Audit

KKA perlu di dokumentasikan dengan baik, baik hard maupun soft.file nya
disimpan di dalam central file Inspektorat. Dokumentasi disimpan secara tertib
dan sistematis serta berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan audit intern sehingga dapat mendukung simpulan, fakta dan

rekomendasi APIP.

. Penyusunan Simpulan Dan Temuan Sementara
Berdasarkan pelaksanaan audit, auditor menyusun simpulan dan temuan-

temuan sementara hasil audit yang berpangkal tolak dari perbandingan antara



kondisi (apa yang sebenarnya terjadi) dan kriteria (apa yang seharusnya
terjadi), auditor mengungkap akibat yang ditimbulkan dari perbedaan konrdisi
tersebut serta mencari penyebabnya, dan memberikan rekomendasi
perbaikannya, kemudian menuangkan simpulan hasil audit dan daftar temuan
sementara ke dalam konsep Serita Acara Hasil Audit dengan atribut lengkap

yang mencakup kondisi, kriteria, akibat, sebab, rekomendasi.

Contoh Kertas Kerja Matrik Pengelompokan Temuan Audit dapat dilihat pada

Lampiran 10.

. Pembahasan Simpulan, Temuan Sementara, Dan Hasil Audit Dengan Auditi

Ketua Tim perlu mengelompokkan temuan kedalam 2 (dua) golonganyaitu:

a. Temuan yang masuk Laporan Hasil Audit;

b. Hal yang perlu diperhatikan, hanya sebagai catatan, komentar yaitu
temuan yang tidak begitu serius tetapi merupakan penyimpangan dari
ketentuan dan perlu di komunikasikan dengan auditi untuk menjadi
perhatian auditi.

Ketua Tim bertanggung jawab atas pengaturan jadwal pembahasan simpulan

dan temuan hasil audit. Hasil pembahasan dituangkan dalam risalah yang

memuat temuan yang sudah ditindaklanjuti dan temuan yang akan

dimasukkan ke dalam Laporan Hasil Audit serta tanggapan dari auditi.

Berita Acara Hasil Audit yang disusun oleh Tim Auditor mencakup:

a. Data Umum Auditi

Data umum berisikan nama auditi, dasar audit, tujuan audit, sasaran
audit, lingkup audit, hasil audit terbatas jumlah temuan dan keborosan,
dan kebocoran, serta pendahuluan yang berisikan:

Dasar audit;

Waktu pelaksanaan audit;

Periode/tahun anggaran kegiatan yang diperiksa;

Tujuan audit;

Sasaran audit;

Ruang lingkup audit;

- Informasi audit.



b. Uraian Hasil Audit
Uraian hasil audit berupa temuan dengan atribut lengkap, judul temuan,
kondisi, sebab, akibat, tanggapan auditi, komentar auditor, dan konsep

rekomendasi.

c. Apabila di dalam audit ditemukan indikasi penyimpangan yang signifikan
yang mengarah kepada kerugian negara, maka Tim dapat mengajukan
saran audit investigasi. Namun, apabila ditemukan masalah konstruksi
yang signifikan, tim dapat mengajukan saran audit konstruksi.

d. Kesimpulan dan rekomendasi. Bagian ini berisikan kumpulan judul temuan

dan konsep rekomendasi.



BAB IV
PENGKOMUNIKASIAN HASIL PENGAWASAN
DAN MONITORING TINDAK LANJUT

Kegiatan dalam komunikasi hasil audit ketaatan meliputi penyusunan konsep

Laporan Hasil Audit (LHA) termasuk penyusunan rekomendasi dan simpulan

audit, perolehan tanggapan atas simpulan dan rekomendasi, penyusunan dan

penyampaian LHA serta monitoring dan tindak lanjut hasil audit.

A. Penyusunan Konsep Laporan Hasil Audit
Standar Auditor Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) mensyaratkan bahwa

suatu laporan hasil audit intern harus mencakup hal-hal ¢i bawah ini:

1. Pernyataan bahwa Audit dilakukan sesuai dengan Standar Audit

APIP dalam menjalankan tugas auditnya diwajibkan untuk mengikuti

standar audit yang ada. Standar Audit yang digunakan oleh APIP adalah

Standar Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang dite-bitkan oleh Asosiasi

Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

2. Tujuan, lingkup, dan metodologi Audit

Suatu laporan hasil audit harus memuat tujuan, lingkup, dan metodologi

audit. APIP harus menjelaskan alasan mengapa suatu area, proses, sistem,

fungsi, program/kegiatan OPD diaudit, apa yang diharapkan atau dicapai

dari pelaksanaan audit, apa yang diaudit, dan bagaimana cara audit
dilakukan.

3. Hasil audit berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi

a.

Temuan Audit

Temuan audit merupakan 'potret' kenyataan yang ditemukan APIP
dalam membandingkan kondisi dan kriteria.

Simpulan Hasil Audit

Simpulan hasil audit harus dapat menjawab tujuan audit yang telah
ditetapkan sebelumnya terkait penilaian penyelenggaraan program yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku.
Rekomendasi

APIP harus menyampaikan rekomendasi kepada auditi untuk
memperbaiki area yang menjadi penyebab tujuan area, proses, sistem,
fungsi, program/kegiatan tidak tercapai, memirimalisir timbulnya
dampak, serta area yang berpotensi terjadi tindak peny:mpangan
guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan auditi yang diaucit.

Suatu rekomendasi akan bersifat sangat konstruktif/membangun



apabila:
- Diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan;
- Berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik;
- Ditujukan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk
bertindak; dan

- Dapat dilaksanakan.

d. Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas basil audit
APIP harus mendapatkan tanggapan tertulis dan resmi atas temuan,
simpulan, dan rekomendasi audit dari pejabat beiwenang auditi/OPD
yvang diaudit. Dalam memenuhi persyaratan kualitas komunikasi yaitu
adil, lengkap, dan obyektif, audit semaksimal mungkin mengupayakan
adanya reviu dan tanggapan dari auditi sehingga diperoleh suatu
laporan yang obyektif karena tidak hanya mengemukakan ZIakta dan
pendapat auditor saja, melainkan memuat pula pendapat/tanggapan

dan rencana tindak yang dilakukan oleh auditi.

B. Perolehan Tanggapan Atas Simpulan dan Rekomendasi
Sebelum melaksanakan pembahasan akhir, auditor sebaiknya melakukan
pembahasan intern yang perlu dihadiri seluruh tim audit sesuai surat tugas.
Pembahasan intern sebaiknya dipimpin oleh pejabat pengendali teknis.
Pembahasan intern bermanfaat untuk memastikan kembali bahwa isi dari
notisi hasil audit telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten, cukup,
dan material serta untuk menyamakan persepsi di antara seluruh tim audit
agar memiliki pendapat yang sama pada waktu melakukan pembicaraan
akhir dengan auditi.Prosesdan hasil pelaksanaan pembahasan

intern tim perlu didokumentasikan di dalam kertas kerja audit.

Untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dari hasil pengkomunikasian
hasil audit maka perlu dilakukan pembahasan akhir secara formzl dengan
auditi. Agar pembahasan akhir dapat efektif menghasilkan kesepakatan,
pembahasan akhir harus dihadiri oleh pihak yang mempunyai jabatan dan
kewenangan dalam pengambilan keputusan baik dari pihak auditor maupun
auditi. Adapun tujuan dari pembahasan akhir yaitu:

- Mengklarifikasi kesahihan simpulan, penilaian dan temuan hasil audit



- Memberikan kesempatan kepada auditi apabila terdepat perbedaan atas
temuan tersebut, dengan penjelasan disertakan bukti/cokumen yang belum
diperoleh auditor.

- Memperoleh kesepakatan/kesediaan auditi untuk melaksanakan tindak
lanjut atas rekomendasi yang diberikan

- Memperoleh rencana tindak perbaikan

Hasil dari pembahasan akhir didokumentasikan dalam bentuk berita acara

pembahasan hasil audit yang memuat informasi mengenai hasil kesimpulan

audit, rekomendasi yang disepakati maupun yang tidak disepakati yang perlu
dibahas lebih lanjut dan dikomunikasikan kepada pimpinan tertinggi

organisasi.

Contoh Berita Acara Exit Conference dapat dilihat pada Lampiran 11.

. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Audit

Selanjutnya, auditor harus menyusun konsep laporan sesuai dengan Standar

Audit Intern Pemerintah Indonesia (Standar 3340, AAIPI), di mana konsep

laporan direviu secara berjenjang mulai dari pengendali mutu, pengendali

teknis, hingga pejabat yang berwenang. Adapun mediea dan sarana yang

digunakan oleh auditor selama proses penyusunan laporan hasil audit adalah

notisi audit, pembahasan akhir, dan konsep laporan. Berdasarkan Standar

Audit Intern Pemerintah Indonesia (Standar 4000, AAIPI), auditor harus

mengkomunikasikan hasil audit intern. Tujuan dari pengkomunikasian hasil

audit adalah:

- Menyampaikan hasil penugasan audit kepada auditi dan pihak lain yang
berwenang

- Menghindari kesalahpahaman terhadap hasil penugasan audit intern

- Menjadi dasar bagi auditi dan instansi terkait untuk melakukan tindak
perbaikan

- Memudahkan pemantauan tindak lanjut hasil

Auditor dapat membuat ikhtisar hasil audit sampai dengan tanggal
penghentian dan menjelaskan alasan penghentian audit (standar 4060, AAIPI),
jika audit dihentikan sebelum berakhir dan auditor tidak mengeluarkan
laporan hasil audit. Alasan penghentian audit harus dikomunikasikan secara

tertulis kepada auditi dan pejabat yang berwenang



Sesuai dengan SAIPI (Standar 4000, SAIPI) auditor harus mengkomunikasikan
dan mendistribusikan hasil penugasan audit intern xepada pihak yang
berkepentingan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Jika penyampaian laporan mengandung kesalahan atau
kelalaian vang signifikan, pimpinan instansi auditor harus
mengkomunikasikan informasi yang telah diperbaiki kepada semua pihak yang
telah menerima laporan tersebut.

Menurut SAIPI, bentuk pengkomunikasian hasil audit dapat dibuat dalam
bentuk surat dan bentuk Bab. Laporan bentuk surat digunakan apabila: 1)
dari hasil audit tidak diidentifikasi banyak fakta yang signifikan untuk
dikomunikasikan atau 2) terdapat informasi yang harus segera disampaikan
dan ditindaklanjuti oleh auditi/OPD sebelum penugasan berakhir. Laporan
bentuk bab digunakan apabila dari hasil audit diidentifikasi banyak fakta
signifikan yang perlu dikomunikasikan. Terkait dengan tidak signifikannya
kelemahan atas sistem pengendalian intern cukup disampaikan kepada auditi

dalam bentuk management letter.

Contoh Laporan Hasil Audit Ketaatan dilihat pada Lampiran 12 dan 13.

. Monitoring Tindak Lanjut

Berdasarkan SAIPI, Paragraf 1400 menyebutkan bahkwa auditor harus
memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan
rekomendasi audit. Pemantauan tindak lanjut dilakukan agar auditi
memperbaiki, memahami kelemahan dan kekurangan yeng ada dan segera

mungkin memperbaiki sesuai saran auditor.

Selain itu, auditor harus memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan
auditi untuk memastikan bahwa semua rekomendasi telah dilaksanakan dan
mencapai outcome dari audit ketaatan serta memasukkan kegiatan
pemantauan tindak lanjut dalam rencana strategis maupun tahunan.
Kewajiban pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan PP 60 Tahun 2008 pasal 43
menyebutkan bahwa pimpinan instansi/OPD wajib melakukan tindak lanjut
atas rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Apabila dalam jangka waktu
60 hari setelah laporan hasil audit diterima berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan,



Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Fungsional, kepada pihak yang mengabaikan akan dikenai sanksi pidana can
atau sanksi administrasi berupa surat peringatan pertama. Surat peringatan
kedua dapat diberikan jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama
belum ada tindak lanjut dan jika tidak ada tindak lanjut sama sekali maka

dapat dibuatkan surat kepada pemimpin organisasi auditi.



PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

Lampiran 1

Gadung Dinas Bersama Lantai 3 Jalan Raja Isa Nomor 17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kola

Telepon (0778) 4160801 Email : inspekicralbatam@gmail.com

BATAM
Kode

Nama Kegiatan Ref PKA

Sasaran No. KKA

Tahun Anggaran Disusun olen / Tanggal

Masa
Diteliti aleh f Tanggal
Diselujui oleh / Tanggal

PROGRAM KERJA AUDIT SURVEY PENDAHULUAN
A Survey Pendahuluan

Audit ini adalah penilaian terhadap area, proses, sistem, fungsi, programikegatan ...
fungsi, program/kegiatan audili telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B Tujuan Audit (Survey Pendahuluan)

...periode Tahun Anggaran.............. . Audit bertujuan menilai apakah area, proses, sistem,

Tujuan survey pendahuluan adalah mendapatkan gambaran umum mengena auditi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyesenggaraan area, proses, sistem, fungsi,

progr

termasuk kriteria-kriteria yang diterapkan,




Lampiran 2

PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Dinas Bersama Lantai 3 Jalan Raja Isa Nomor 17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota

Telepon (0778) 4160801 Email

: inspektoratbatam@gmail.com

BATAM
Kode Pos : 25464
Nama Kegiatan Ref PKA
Sasaran Audit No. KKA
Tahun Anggaran Disusun oleh / Tanggal
Masa yang diperiksa
Diteliti oleh / Tanggal
Disetujui oleh / Tanggal
CEKLIST PENGENDALIAN INTERN
NO UNSUR PENGENDALIAN INTERN PENJELASAN UNSUR HASIL PENILAIAN
"""""""""" *Dokumen yang direvic | *difsi dengan hasil penilaian atas
* Teknik penilaian pengendalian intern dan
Pengendaliar Interti rekomendasi untuk perhaikan atas
kelemahan pengendalian intern
A LINGKUNGAN PENGENDALIAN
[ Integritas dan Nilai Etika
1|Apabila terdapat penyimpangan, telah dilakukan Teknik : Telah dilakukan sanksi disiplin atas
tindakan disiplin yang tepat atas penyipangan Wawancara dan reviu dokumen  |penyimpangan aturan perilaku
terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran  |aturan perilaku
terhadap aturan perilaku
2|Para pelaku program memahami kebijakan program | Teknik : Belum ada penjelasan peran masing-
yang mengatur hubungan antar pelaku program Wawancara dengan masyarakat |masing perilaku dalam pedoman umum
dengan masyarakat mengenai pelaksanaan program |pelaksanaan program
dan reviu pedoman umum
pelaksanaan program
] Komitmen untuk kompetensi
1]Penenpatan personil sesuai dengan pengetahuian dan
keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesakan tugas
2|Penyesuaian/pengecualian atas implementasi
kebijakan penugasan personil pada kondisi khusus,
dilaporkan dan didokumentasikan secara baik
n Struktur Organisasi
1|Struktur Organisasi di tiap level sesuai dengan struktur
organisasi pengelolaan program
2|Masing-masing pelaku program dalam struktur
organisasi mengetahui tugas pokok dan fungsinya
v Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat
1|Pegawai yang diberikan wewenang telah memahami
bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan
terkait dengan pencapaian tujuan program
2|Pegawai yang diberikan wewenang telah memahami
bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan
terkalt dengan penerapan atas pengelolaan program




Kebijakan dan Penerapan Pengelolaan

Kebijakan dan prosedur rekruitmen, evaluasi kinerja
sampal dengan pemberhentian konsultan/fasilitator
telah ditetapkan

n

Supervisifevalyasu terhadao konsultan dan fasilitator
secara periodik

PENILAIAN RISIKO

Seluruh pelaku program memiliki kesadaran dan
kepedulian terhadap risiko (kemungkinan
penyimpangan) dan bagaimana mengelola risiko
tersebut sesuai batas kewenangannya

Identifikasi Risiko

Tim Koordinasi pelaksana program telah
mengidentifikasi titik kritis dari pelaksanaan program
yang berisiko paling besar

o

Telah mempertimbangkan faktor-faktor internal yang
mempengaruhi risiko (SDM, anggaran, dan masalah
kepegawaian) dalam mengidentifikasi risiko pada saat
rapat (rembuk warga)

w

Telah mempertimbangkan faktor-faktor external
yang mempengaruhi risiko (perubahan musim, kondisi
geografis, perkembangan ekonomi, politik, regulasi
dsb) dalam mengidentifikasi risiko pada saat rapat
(rembuk warga)

Analisis Risiko

Tim koordinasi Kota telah menentukan sejumlah risiko
tertinggi yang harus dikendalikan

AKTIVITAS PENGENDALIAN

Reviu atas kinerja program

—_

Penanggungjawab kegiatan pada setiap level kegiatan
telah melakukan pengukuran kinerja yang dituangkan
dalam laporan kinerja

™~

Rekemendasi untuk memperbaiki kinerja program
telah dilaksanakan

Pembinaan SDM

Kader pemberdayaan masyarakat yang terpilih untuk
melaksanakan sosialisasi telah mendapat pelatihan
yang berkaitan dengan program

]

Tim Koordinasi Pusat/Provinsi dan Kabupaten/Kota
telah melakukan pembinaan terhadap para pelaku
program dalam lingkup koordinasinya

Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Semua transaksi telah dicatat, dan semua catatam
dalam pembukuan telah sesuai dengan ketentuan
yang ada

Pengendalian Fisik atas Aset dan Dokumen

Kebijakan dan prosedur pengamanan inventaris,
peralatan, dan aset lainnya telah ditetapkan,
disosialisasikan dan diimplementasikan

L)

Hasil kegiatan fisik program yang memerlukan
pemeliharaan telah diidentifikasi, dijadwalkan dan
dilaksanakan

Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja

Indikator kinerja telah ditetapkan untuk setiap kegiatan

o

Penanggungjawab kegiatan telah mereviu secara
periodik atas ketepatan dan keandalan indikator
kinerja sesuai dengan fujuan dan sasaran program

Vi

Pemisahan Fungsi




—_

Terdapat pemisahan fungsi terhadap otorisasi dengan
pemrosesan, pencatatan, pembayaran, serta fungsi-
fungsi pengamanan (custody) aset

N

Saldo Bank direkonsiliasi oleh petugas yang
independen dari fungsi penerimaan, penyimpanan dna
pengeluaran kas

Vil Otorisasi atas transaksi dan kegiatan penting

Terdapat otorisasi atas sefiap transaksi yang
dilaksanakan

el

Otorisasi telah sesuai dengan ketentuan petunjuk
teknis

Vil Pengendalian atas Pelaksanaan Kegiatan/Program

=

Penyusunan design dan RAB kegiatan telah mengikuti
prosedur dan kriteria program

IX Pencatatan yang akurat atas transaksi keuangan

Setiap transaksi keuangan telah di klasifikasi, dicatat,
diverifikasi dan diarsipkan sesuai tanggal transaksi
dan didukung dengan bukli yang memadai

X Akuntabilitas terhadap kegiatan program

Penanggungjawab kegiatan menyusun,
menginformasikan dan mengkomunikasikan
pertanggungjawabannya kepada seluruh pemangku
kepentingan (masyarakat, SNVT Kabupaten, Provinsi
dan Pusat)

Xl Dokumentasi yang baik atas kebijakan dna prosedur serta transaksi

Tersedia dokumentasi atas kebijakan dan prosedur
serta transaksi

r

Dokumentasi mencakup seluruh dokumen kegiatan
program

D INFORMASI DAN KOMUNIKASI

| Informasi

Seluruh informasi yang dibutuhkan sudah disampaikan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara
periodik maupun insidental

n

Pimpinan telah merespon informasi yang diterima

1] Komunikasi

Adanya saluaran komunikasi antar pelaku program
yang terbuka dan efektif

]

Pengaduan, keluhan dan pertanyaan mengenai
permasalahan program telah ditindaklanjuti

E PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT

| Monitoring atas kegiatan program

=7

Pelaku program secara berjenjang rutin melakukan
pemantauan, pengawasan dalam bentuk supervisi dan
evaluasi serta perbaikan atas pelaksanaan program

ro

Pelaksanaan monitoring secara menyeluruh atas
kegiatan program oleh pihak independen (konsultan
evaluasi)

Il Tindak lanjut atas temuan Audit dan Hasil Pemantauan

Terdapat mekanisme untuk memastikan adanya
penyelesaian atas temuan hasil audit dan hasil
pemantauan lainnya dengan segera

)

Telah dilakukan tindak lanjut yang sesuai dengan
temuan dan rekomendasi audit serta reviu lainnya.

Keterangan :
1 Diisi dengan nomor urut
2 Diisi dengan unsur pengendalian intern dan uraian pengendalian intern yang seharusnya ada
3 Diisi dengan nama dokumen yang di reviu dan teknik penilaian pengenalian intern
4 Diisi dengan hasil penilaian atas pengendalian intern dan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan pengendalian intern



Lampiran 3

PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Dinas Bersama Lantai 3 Jalan Raja Isa Nomor 17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota
Telepon (0778) 4160801 Email : inspektoratbatam@gmail.com

BATAM
Kode Pos : 29464
Nama Kegiatan ? Ref PKA
Sasaran Audit : No. KKA
Tahun Anggaran : Disusun oleh / Targgal

Masa yang diperiksa
Diteliti oleh / Tanggal

Disetujui oleh / Tanggal

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
NO UNSUR PENGENDALIAN INTERN RENCANA TINDAK | PENANGGUNG JAWAB | TARGET WAKTU
PERBAIKAN SPI | i PENYELESAIAN
AR LINGKUNGAN PENGENDALIAN

| Integritas dan Nilai Etika

Apabila terdapat penyimpangan, telah

Para pelaku program memahami kebijakan

Il Komitmen untuk kompetensi

Penenpatan personil sesuai dengan
Penyesuaian/pengecualian atas implementasi
1] Struktur Organisasi

Struktur Organisasi di tiap level sesuai dengan
Masing-masing pelaku program dalam strukiur
v Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat
Pegawai yang diberikan wewenang telah
Pegawai yang diberkan wewenang telah

)\ Kebijakan dan Penerapan Pengelolaan
Kebijakan dan prosedur rekruitmen, evaluasi
Supervisi/evalyasu terhadao konsultan dan
Bt PENILAIAN RISIKO

Seluruh pelaku program memiliki kesadaran
| Identifikasi Risiko

Tim Koordinasi pelaksana program telah
Telah mempertimbangkan faktor-faktor
internal yang mempengaruhi risiko (SDM,
anggaran, dan masalah kepegawaian) dalam
Telah mempertimbangkan faktor-faktor
external yang mempengaruhi risiko
{perubahan musim, kondisi geografis,
perkembangan ekonomi, politik, regulasi dsb)

Il Analisis Risiko
Tim koordinasi Kota telah menentukan
c J AKTIVITAS PENGENDALIAN

| Reviu atas kinerja program
Penanggungjawab kegiatan pada setiap level
kegiatan telah melakukan pengukuran kinerja
Rekomendasi untuk memperbaiki kinerja
1l Pembinaan SDM
Kader pemberdayaan masyarakat yang terpilh

N

—

]

]

-]

=

]

=

el

[X]

—

=]

2|Tim Koordinasi Pusat/Provinsi dan

1l Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
1|Semua transaksi telah dicatat, dan semua

v Pengendalian Fisik atas Aset dan Dokumen

Kebijakan dan prosedur pengamanan

Hasil kegiatan fisik program yang memerlukan
\ Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja
Indikator kinerja telah ditetapkan untuk setiap
Penanggungjawab kegiatan telah mereviu

N

—

L)




Vi Pemisahan Fungsi

=

Terdapat pemisahan fungsi terhadap otorisasi

2{Saldo Bank direkonsiliasi oleh petugas yang

Vil Otorisasi atas transaksi dan kegiatan penting

Terdapat otorisasi atas setiap transaksi yang

L)

Otorisasi telah sesuai dengan ketentuan

Vil Pengendalian atas Pelaksanaan Kegiatan/Program

Penyusunan design dan RAB kegiatan telah |

X Pencatatan yang akurat atas transaksi keuangan

Setiap transaksi keuangan telah di klasifikasi,

X Akuntabilitas terhadap kegiatan program

=

Penanggungjawab kegiatan menyusun,

Xl Dokumentasi yang baik atas kebijakan dna prosedur serta transaksi

1|Tersedia dokumentasi atas kebijakan dan

r

Dokumentasi mencakup seluruh dokumen

D INFORMASI DAN KOMUNIKASI

| Informasi

1[Seluruh informasi yang dibutuhkan sudah

r

Pimpinan telah merespon informasi yang

Il Komunikasi

Adanya saluaran komunikasi antar pelaku

]

Pengaduan, keluhan dan pertanyaan

E f ___|PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT

| Monitoring atas kegiatan program

Pelaku program secara berjenjang rutin

]

Pelaksanaan monitoring secara menyeluruh

Il Tindak lanjut atas temuan Audit dan Hasil Pemantauan

Terdapat mekanisme untuk memastikan

r

Telah dilakukan findak lanjut yang sesuai

Keterangan :
1 Diisi dengan nomor urut
2 Diisi dengan unsur pengendalian intern dan uraian pengendalian intern yang seharusnya ada
3 Diisi dengan rencana tindak perbaikan terhadap kelemahan pengendalian intern
4 Diisi penanggungjawab rencana tindak perbaikan
5 Diisi dengan target waktu penyelesaian tindak perbaikan
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Lampiran 5

PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Dinas Bersama Lantai 3 Jalan Raja Isa Nomor 17 Kelurahan Belian Kecamatar Batam Kota
Telepon (0778) 4160801 Email : inspektoratbatam@gmail.com

BATAM
Kode Pos : 25464
Nama Kegiatan E Ref PKA
Sasaran Audit : No. KKA
Tahun Anggaran ] Disusun oleh / Tanggal
Masa yang diperiksa
Diteliti oleh / Targgal
E.)Iist.atuju.i cleh }.{alnggal
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN KECUKUPAN PENGENDALIAN KUNCI
NO TUJUANAUDITI | URAIAN RISIKO DESAIN DESAIAN | PENILAIAN KECUKUPAN |RENCANA PENGAJIAN
PENGENDALIAN | PENGENDALIAN | DESAIN PENGENDALIAN |
YANG ADA IDEAL | (MEMADAKTIDAK
; MEMADAI)
o 5 3 73 : R oo
1
2
3
4
Keterangan :

1 Diisi dengan nomor urut

2 Diisi dengan tujuan auditi dalam proses bisnis

3 Diisi dengan uraian risiko yang telah memiliki desain pengendalian yang handal

4 Diisi dengan desain pengendalian yang benar-benar berpengaruh untuk menekan risiko

5 Diisi dengan apakah desain pengendalian yang ada sudah ideal dapat mencegah (preventif), mendeteks: (detective)
dan mengurangi (mitigative) terjadinya risiko

6 Diisidengan penilaian terhadap kecukupan desain pengendalian (memadaiftidak memadai)
7 Diisi dengan rencana pengujian desain pengendalian yang ada



Lampiran 6
PEMERINTAH KOTA BATAM ’
INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Dinas Bersama Lantai 3 Jalan Raja Isa Nomor 17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota
Telepon (0778) 4160801 Email : inspekloratbatam@gmail.com

BATAM
Koda Pos : 20464
Nama Kegiatan : Ref PKA
Sasaran Audit i No. KKA
Tahun Anggaran i Disusun cleh / Tanggal
Masa yang diperiksa
Diteliti oleh / Tanggal
Disetujui oleh / Tanggal
PROGRAM KERJA AUDIT
N [ ~ URAAN [ DILAKSANAKANOLEH | WAKTUDIPERLUKAN | NOKKA |
| RENCANA | REALL | RENCANA LISASI] ]
e 2 R 4 ol 1
| PERSIAPAN AUDIT PENDAHULUAN :
A Rapat Persiapan Audit
B Menyiapkan berkas/dokumen penugasan dan entry meeting
(KM-1, KM-2, KM-3, KM-4, KM-5, KM-6, KM-7, KM-8, KM-9, KM-
10, KM-11)
[ Permintaan Data
D Penetapan Tujuan dan Ruang Lingkup
E Pemahaman Proses Bisnis Auditi
Tujuan :

Memperoleh pemahaman dan gambaran umum tentang tujuan
organisasi, sejauhmana tujuan organisasi lelah tercapai dan proses
yang dilakukan pimpinan OPD dalam mencapainya

Prosadur Audit :

1|Dapalkan Renslra, struktur organisasi, SOP, Uralan Tugas dan
jabatan, DPA, KKP dan LHP Tahun lalu

2|Lalukan penelaahan atas dokumen tersebut untuk memperoleh
pemahaman atas proses bisnis dan tujuan organisasi

3|Bual simpulan dalam kertas kerja

F Survey Pendahuluan

Tujuan :

Memperoleh pemahaman dan gambaran umum tentang jenis dan
bentuk kegiatan/operasi program dan mekanisme pelaksanaannya

Prosedur Audit

1|Dapatkan dokumen-dokumen serta peraluran dan pedoman yang
berlaku sebagai dala umum audit seperti :

- Peraturan

- Pedoman

- SOP

- Laporan Kinerja

2|Lalukan penelaahan atas dokumen tersebut untuk memperoleh
pemahaman atas proses bisnis dan tujuan organisasi

w

Buat simpulan dalam kertas kerja

G Sistem Pengendalian Intern

Tujuan ;

Untuk menilal kecukupan dan keandalan struklur pengendalian
intern program guna menentukan luas pengujian pada tahap audit
selanjutnya

Prosedur Audit :

1|Dapatkan pemahaman dan penerapan unsur-unsur SPI di auditi

2|Bual ringkasan informas! yang dipercleh dengan cara menelagh
siklus tersebul secara keseluruhan. Identifikasi kelemahan yang
polensial dalam SPI

Verifikasi setiap perubahan dalam kebijakan dan prosedur telah
didokumentasikan, disetujui, oleh pimpinan dan juklak telah
dikomunikasikan serta pelatihan telah diselenggarakan untuk
pelaksana program

Evaluasi dampak dari kebijakan baru atau perubahan dalam
kebijakan yang ada terhadap audit dan modifikasi ruang lingkupnya

w




4|Bual simpulan atas SPI

Identifikasi dan Penilaian Risiko Ketidaktaatan

Tujuan :

Untuk menentukan potensifisiko ketidaktaatan dalam
penyslenggaraan area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan
sesual peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang
berlaku serta peraturan terkait

Prosedur Audit :

1|Dapatkan register risiko dan profil risiko audill, Lakukan penilaian
validitas resgister risiko tersebut dengan brainstorming

2|Bila auditi belum memiliki dafiar risiko yang memadai, auditor
memberikan fasilitasi dengan auditi untuk mengidentifikasi, menilai
dan menetapkan risiko ketidakiaatan/tindak penyimpanganffraud
pada sualu proses bisnis yang dapat menghambat pencapaian
tujuan organisasi termasuk mengidentifikasi penysbab dan
dampaknya

3|Buat simpulan atas area linggi yang memiliki potenso risiko
ketidaktaalan

Identifikasi dan Penilaian Kecukupan Pengendalian Kunci

Tujuan :
Untuk menilal kecukupan desain pengendalian

Prosedur Audit :

1|Dapatkan dokumen RTP dan laporan monitoring dan evaluasi RTP
OPD

2| Tentukan apakah rancangan pengendalian kunci telah memadai
untuk mengelola risiko pada level yang dapat diterima organisasi

3|Observasl kecukupan desain pangendalian kunci dan diskusikan
dengan pimpinan OPD

4{Buat simpulan

PELAKSANAAN AUDIT

|Penyelenggaraan Program/Kegiatan

Tujuan :

Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan
area, proses, sistem, fungsi, programfkegiatan sesuai dengan
kelentuan/perundang-undangan yang berlaku

Prosedur Audit :

1|Lakukan pemahaman atas alur penyelenggaraan area, proses,
sistern, fungsi, progranvkegiatan

2|Uji apakah penyusunan rencana area, proses, sistem, fungsi,
programfkegialan sesuai ketentuan yang berlaku

3|Uji apakah penyelenggaraan area, proses, sistem, fungsi,
program/kegiatan sesuai ketentuan yang barlaku

4)Simpulan hasil audit dan temuan sementara

5| Konsep Berita Acara Hasil Audit

PENYELESAIAN AUDIT

Tujuan :
Hasil audit lanjutan dapat didokumentasikan dalam laporan hasil
audit

Prosedur Audit :

Kumpulkan KKA yang ada dan melengkapinya

L)

KKA yang relevan dengan temuan di arsip tersendiri

w

Bahan maleri KKA yang berkaitan dengan lemuan di arsip sendiri

Susun konsep LHA

Bahas konsep LHA dengan auditi

4
5|Buat daftar lampiran yang mendukung LHA
6|
7|

IMinta tanggapan auditi atas konsep LHA dan penandatangan
Berita Acara Hasil Audit

B|Bahas tanggapan audili

9|Finalisasi LHA

C

Pengendali Teknis,

Batam,

Ketua Tim,




PEMERINTAH KOTA BATAM

INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Dinas Bersama Lantai 3 Jalan Raja Isa Nomor 17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota
Telepon (0778) 4160801 Email : inspektoratbatam@gmail.com

BATAM

Kode Pos : 29464

Nama Kegiatan
Sasaran Audit
Tarun Anggaran

Ref PKA
No. KKA
Disusun oleh / Tanggal

Masa yang diperiksa
Diteliti oleh / Targgal
Disetujui oleh / Tanggal
PENETAPAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Tujuan Audit

Ruang Lingkup



dnpiy ueBunyBur] vesojeBuad uwp| WERG B0y B

weBunpupeg Buepq ip jexesksey a0 UexyaRp) ‘EjoyuREdnge (Hdd) dap uedunibun)
venpebusd ueesaiaiuag| Bued 1124 ueeajebuag uep uebunpued Busmig
upeibay i Uep uebunyfisy 7 RISy Uenpebuag UBsofRkuag |
3 vexdeed| uzpEtay
dnpr ueSumyBury) ueeuesyged|
venpeBia ueusbusuag yEpe usEuigued dnpry veBuroyBur) venpeBua g ueueBusuay () eepny
wesug ey wosEMoun,| oy seyemy sy

B0Y8) B 40 VERIGRID
Hdd Uiz uep uebunyfu uz) Eued

ERNTEY FPag
umpeifiey nejepep eyesn depeyel| YO0 UBYIKLOMD H)edel U12] tp ueBunyBury|
uezewebusg UBp UBBUWAY | wiz| Bued ueeibay REEAEE BYESH
vembey depeigss) ussemeBus uep UERUIGWR |
dnpi uBBunyfisg uepmbay
(1) prH usbunybun) Buepsy eyl
ERofEus UEp UBbupIa| il yepum {113) dnpa veBurgdun wesicrodio|
2] uep ueBumyBur uz) deprysy Buek peveeizew tiep uBBUTPUR ] UIZ] VED URBUTYBUT)
uesenefusd UBp UBBuIdUES| uenpeliund 2| depeys) vesEmeBUag VB UBBUITUSY fw)
ol esepesRy weibord| Uy sEWETY DHRpU|
(usuziag elimuy pery)
20TV I LAY JHT weON|
ol
uanua] | . (Z0F WWeL
[oaRuRe yopx Gus| Eusednge)
{gay)| vesemelbunBlueved) (SHH) sfeieag dopi weliunyBun) Bundus|
0TS LI ST 50N Jedepis) | ueiey weepitusatucy | ©hep uep) =R ysiedngey (SHIX) sboleis dro) gy ueBuyBuy
dHl eayumedigey (Hiddy)| Bunynp elep) ueBuryBur uedey uresSBumalua] 7| ueeicieBued uep
uEnwa] | 7207 uayel| 2102 iy g (et dnpiy veBunybun) usetoabuzg) treBiuop mnges | Eiyuaedngey (H1ddu) dnp usbunybur)| veyepuelued
LHOLAIHYALE wep ueBunpuye BumuRy | Teyas uEp ¥eq| UpejojeBus UEp UBBUrpULR] BUEURY '} ‘vesemeSued dnpiy
(usyeduesiad)|  -dSNUYL ON gHT vepebay Bues dnpry dnpiy uepbay uenewewed| webunyBu
ZEOT TV AT LI AHT 580N ueeg gy (1wl welurobug|  wsBunybug {H1D)| eledn sepEmy
dH1 werws)| dnpi usbunyfiun) ueeueouesg drpiyy usfiumyury FEeny) =EpgEny| dnp usbunybury ueeussuang|  dnpi weBunyBur)|  eAuevesyepel|  umExSuuad
LENWal € 7707 LnyEL | £1OT UL ] sepeny syepyl| veexSuion | ussyiuap weifoly SERENY Sopu) 1| umpaineap 3
+ e e :
oS bt s e v BB e B | SRR I e L Sl s i b uebuntn b wempeeg e £l
BRI |
Buskmuzg Qg UeeRyiBLRd §
g

sy Buchinuog QNG UPRRYINAG §
g Buslunuag eser veepalieg ¥
ooy

wesnn Buelunued g verpebuag ¢
R ISEASUNEY 7

BSUEND ) BRASULDY |

by

\eRQ UeyENLIB R VEST Busluniay

REBVEL [ 0 RiRiERg
FRDUEL [ UP BRG]
.......... P———
[ T— oty ungey
WiNd P 1Py vERIES
VN ON Ly ey

R
WYivE
wed FubPurEguidi - w3 109031y (820 vodep)
FYON WG USSR VEIRE UEYRNRY £L R 05| oy ueer £ ) eueseq sui] Bunpan
HYY3VQ LYYOLMIdSNI
WYLVE VLOM HYLNIHIW3d




(umiind elioury 18ny) 1202721 7ar LAY AHT PE'ON o VBl | © 1207 Uey -
(0T Z202°S ML HIAX HT 5L ON o] Venwel | - Z207 unie) -
Aﬁﬁng‘g.wﬁ%:_sﬁmxﬂssz%ﬂ;sm_nN_&:zs,

niped weieg Bloy dnpiH usBunyBur] e yap inlue) yepu unjag Guek yag 1edepa) |
======
=P uEpE gy vdl
Dueie, 2202 ke 1 1956uws vuigples, i)
PS5 LEp enpeued uede ] Buek yedues,
LB 1 yedues wemyequed desy, el seeiu0c |
Eueiua) £20Z 81 57 1E0u8) Bunjing
peutiieyn pg 12p venpefed ueode ¢l
b, by
S0z} yeun) yedues yejeseu g ussa)
g oo, Busne) €207 dv 62 mEbus)| Buek]
opepuEH ps 15p venpefued unode 7| umjeEazy g By
wfuE © wneq yeduwes nbbu 7 yepag, yediweg veepiaiuag| uep yedums vesgadua, wewedwes.ed)
fuman £202 1dy 22 BOue) Lestfolmon| tejeboy o oS ueyerBoy veecpabued
VBRON DS LD venpelod vade eew Bueimymy| eped yedums|  uep weig teduxs) ueybued
rigek sode HpdS reide | ueyediesied vompialiuag Bued yedues| usepymbuad|  ueSunybuy veyedies o veeieBiad| webueniusg| ueyEsyeya
(S0 RSBl UsnpeBuad Jeden. umsoy sepund e e e wesBal asepios,
e ieybuy uieyesmisewssy| w0y fusiedngey
elequ yrsun depi weBunygiun) yeme( 1eybu) uiEyeRAssway efequis]
Ueynindlag Uep LeyIBeY Ay dopsty ueSunyBun ueyniniueq
ieppuay veseblvasli| D Leylisieg exppuag veseifusahung)
unmbay umia)|
csiopomsion (RN (N (NS (R (S (R o
dnpiy; weBunylur) ueynikusg uep| i uebunybur) ueymnius,
e vexpRued veiEYfuNEd P UEEg VEIPPUR] UEiEEu:
bl wejBoyy|
saNuedngry dnpiy
ebunybur urjEsnIsy NNy
D
umrBay
dap
ueBumyBupy ueyeansay neje
WEP VeI Uegepuabung
: wesborg
X7 Wi
ubumybur] wogesniny neep) Grpiy edunyBu) umRin gy
Rwausg UL T PERNER LIRSS B4R T,
EBoEdnge dupay eoxaEdEy
SREUE UPYBSTE Y TR Grpey usBunyfay umiesnoay
usnbieliuog vepRquRg | 880 umeSimuBua LeUequLs
TR unpptay
sz mlzew g wpiehsn
e ueBaryBury veeimybing st copie{ el Bury vewB eBsy (740 e
teboeg ] eReny Sepu|
e RO R WVIVODIENS TR G e T wvemans THVHVEVE g s
S s : i 1 = waven s : E s  iwvivem ,Nw«ﬂdﬁ
LVHPHYAS! X : S BB S e TR B TR Aivan e S BeeE o TR S




Lampiran 7

PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Dinas Bersama Lantai 3 Jalan Raja Isa Nomor 17 Kelurahan Belian Kecamatar Batam Kota
Telepon (0778) 4160801 Email : inspektoratbatam@gmail.com

BATAM
Kode Pos : 29464
Nama Kegiatan Ref PKA
Sasaran Audit No. KKA
Tahun Anggaran Disusun oleh / Tanggal

Masa yang diperiksa
Diteliti oleh / Targgal

Disetujui oleh / Tanggal

KERTAS KERJA PENGUJIAN DATA AUDIT

Tujuan kegiatan pengujian data adalah menentukan bukti-bukti audit yang penting dan perlu sebagai bahan penywsunan suatu temuan audit,
1 Daftar sumber data yang diperoleh :

- RPJMD Renstra, Renja OPD

- Struktur Organisasi, RAB,DPA

- Juknis/SOP Pelaksanaan Program

2 Teknis aralisis yang digunakan :
- Observesi proses penyusunan RAB oleh kelompok swadaya masyarakat yang dibimbing
oleh UPL dan fasilitator
- Wawancara
- Reviu can analisis dokumen pelaksanaan program

3 Ringkasan hasil analisis :
Pada proses perencanaan program yaitu penyusunan RAB terdapat pemyusunan Rab
yang terlzlu tinggu diatas nilai SNI.
Hal tersebut disebabkan lemahnya bimbingan dan tidak adanya pengawasan oleh UPL
dan fasilitator pada saat kelompok swadaya mayarakat menyusun RAB

4 Simpulan dan pembahasan permasalahan dan tanggapan auditi :
Pada proses penyusunan RAB masih terdapat nilai yang terlalu tinggi. Auditi telah sepakat
dan akan menindaklanjuli rekomendasi yang diberikan.

5  Usul rekomendasi:
Kami merekomendasikan kepada Kepala,..........agar :
a Menginstruksikan kepada ........bersama-sama untuk menyelenggarakan musyawarah
warga untik menambah pekerjaan dengan total nilal sebesar Rp........ Atas kelebihan
perhitungan RAB.

b Memberikan teguran secara tertulis kepada Tim Fasiliator

¢ Melakukam pengawasan pada saat penyusunan RAB



Lampiran 8

PEMERINTAH KOTA BATAM
Gedung Dinas Bersama Lantai 3 Jalan Raja Isa Nomor 17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota
Telepon (0778) 4160801 Email : inspektoratbatam@gmail.com
BATAM
Kode Pos : 29464

Nama : Ne. KKA
Sasar : Ref PKA
Tahur : Disusun oleh / “anggal
Masa : R

Diteliti oleh / Tanggal

Disetujui oleh / Tanggal

KERTA KERJA AUDIT

Contoh : Perbandingan pengenaan dalam SKR dengan perhitungan retribusi

NO | PERMOHONAN IMB | SURAT KETERANGAN RETRIBUSI | RETRIBUST SESUATKPTS.... SELISIH

TNAMA T NOMOR _ NOMOR___ | JUMLAH TN

CATATAN :

NO |JENIS GOLONGAHTEKNlK AUDIT
Bukti Penguijian Fig Observasi

-

Inventarisasi
Inspeksi
Bukti Dokumen Verifikasi
Cek

UijiTes
Footing

N

Cross Footing

Vouching
Trasir
Scanning
Rekonsiliasi
Bukti Analisis Analisis
Evaluasi
Investigasi
Pembandingan
Bukti Keterangan [Konfirmasi
Permintaan Keterangan

w

o~




PEMERINTAH KOTA BATAM

Lampiran &

INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Dinas Bersama Lantai 3 Jalan Raja Isa Nomor 17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota
Telepon (0778) 4160801 Email : inspektoratbatam@gmail.com

BATAM
Kode Pos : 20464
Nama Kegiatan Ref PKA
Sasaran Audit No. KKA
Tahun Anggaran Disusun oleh / Tanggal
Masa yang diperiksa
Diteliti oleh / Tanggal
Disetujui olen / Tanggal
KERTAS KERJA AUDIT (KKA)
KUESIONER KETAATAN PROGRAM/KEGIATAN INFRASTRUKTUR
______ NO _TEMPENILAIAN KETAATAN SKOR KETERANGAN
1 : 2 A e 3 4
1 Ketentuan Loan Agreement terhadap Peraturan Perundang-Undangan
1.1.|Apakah penggunaan dana telah dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah 90
ditetapkan dalam (Peraturan Perundang-Undangan/Kebijakan/Peraturan) dan
porsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan?
1.2.|/Apakah pengeluaran-pengeluaran telah didukung dengan bukti-bukti yang lengkap 90
dan benar, serta telah dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah
ditetapkan?
1.3,|Apakah pengajuan pembayaran oleh rekanan/konsultan telah dilengkapi dengan 80

persyaratan yang lengkap dan diverifikasi oleh Tim Verifikator?

2 Ketaatan Dalam Pelaksanaan Prosedur Pengadaan Bahan/Alat

21, Rencana Pengadaan

2.1.1|Apakah rencana pengadaan barang dan jasa (minimal RAB untuk pengadaan
dibawah Rp50jt) di masyarakat telah sesuai dengan Pedoman Teknis Pengadaan
Barang dan Jasa?

2.1.2|Apakah rencana pengadaan barang dan jasa (minimal RAB untuk pengadaan
dibawah Rp50jt) di verifikasi oleh UPL dan Fasilitator?

2.1.3|Apakah rencana pengadaan diatas Rp50it telah dipublikasikan kepada masyarakat
melalui media papan informasi dan media lain yang dapat diakses oleh
masyarakat secara luas?

22 Cara Pengadaan

221

222

223

311

312

3.1.3

3.2,

3.2.1

3.22

323

3.24

325

326




327
3.3.
3.3.1
3.3.2
333
Keterangan :
1 Diisi dengan nomor urut
2 Diisi dengan aspek dan uraian/item penilaian ketaatan atas program/kegiatan yang diaudit
3 Diisi dengan skor hasil penilaian setiap uraian. Untuk skor setiap aspek merupakan rata-rata dari skor uraian/item dengan contoh
gradasi penilaian sbb :
Penilaian ketaatan dengan menggunakan gradasi penilaian : R
NOH e e SKALA SKOR HASIL PENILAIAN | ATRIBUT PENILAIAN
1 90 <X <100 Sangat Baik
2 75<X<90 Baik
3 60<X<75 Cukup
4 50 < X< 60 Kurang
5 X<50 Sangat Kurang

Lakukan pengisian (entry) hasil audit ketaatan dari kuesioner yang sudah
dikuantitatitkan berdasarkan justifikasi auditor, Dengan mengisi kuesioner tersebut
didapat simpulan penilaian ketaatan.



Lampiran 10

PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Dinas Bersama Lantai 3 Jalan Raja Isa Nomor 17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota
Telepon (0778) 4160801 Email : inspektoratbatam@gmail.com

BATAM
Kode Pos : 29464
Nama Kegiatan No. KKA
Sasaran Audit Ref PKA
Tahun Anggaran Disusun oleh / “anggal

Masa yang diperiksa
Diteliti oleh / Tanggal

Disetujui oleh / Tanggal

KERTAS KERJA MATRIK PENGELOMPOKAN TEMUAN AUDIT

| NO TEMUAN/MASALAH/KELEMAHAN PENYEBAB | AKIBAT | TANGGAPAWAUDITI | REKOMENDASI
| |PENGELOMPOKAN |  LOKASI NILAL ; |
DAN URAIAN
KONDISI DAN
KRITERIA
: T . - B : e :

Keterangan :
1 Diisi dengan nomor urut
2 Diisi dengan pengelompokan temuan dan uraian temuan dilengkapi dengan kondisi dan kriteria
3 Diisi dengan lokasi terindentifikasinya temuan
4 Diisi dengan besarnya nilai temuan dalam rupiah
5 Diisi dengan penyebab terjadinya temuan
6 Diisi dengan dengan akibat adanya temuan
7 Dilsi dengan hasil kesepakatan auditi dan auditan dalam pembahasan simpulan dan temuan sementara
8 Diisi dengan rekomendasi auditor dalam rangka menghilangkan penyebab atau meminimalisir akibatnya
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PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Dinas Bersama Lantai 3 Jalan Raja Isa Nomor 17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota
Telepon (0778) 4160801 Email : inspekioratbatam@gmail.com

BATAM
Kede Pos : 29464
Nama Kegiatan Ref PKA
Sasaran Audit No. KKA
Tahun Anggaran Disusun oleh / Tanggal
Masa yang diperiksa
Diteliti oleh / Tanggal
Disetujui oleh / Tanggal
BERITA ACARA EXIT CONFERENCE
HASIL AUDIT KETAATANTA....,
(Area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan) ........eessisee
ANTARA TIM INSPEKTORAT KOTA BATAM DENGAN KEPALA ......coooovvvvvvvvr KOTA BATAM
coremrmsnssssssens PAG8 AN v f8NGGAL e DUIAN e, 202, bertempat di OPD ........ ........... Kota
Batam, telan dilakukan pembahasan hasil audit atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan.......... antara Tim Audit Inspektorat
Daerah Kota Batam berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kota Batam Nomor .......................anggal .. ... dengan Kepala
OPD............... Kota Batam dengan hasil pembahasan sebagai berikut ;
1 Tim Audit Inspektorat Daerah Kota Batam telah menyampaikan Notisi Hasil Audit Program .............ccoeeoo TaNGGAl oo .
Sebagaimana pada lampiran 1 dan memberikan penjelasan seperlunya kepada Kepala OPD .................. Kota Batam dan staf atas materi

permasalahan yang termuat dalam notisi dimaksud.

2 Terhadap permasalahan yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kota Batam beserta dokurien /data
pendukung yang merupakan bagian dari Kertas Kerja Tim, Kepala OPD ........ Kota Batam menyatakan sependapatitidak sependapat
terhadap seluruh materi sebagaimana tertuang dalam lampiran hasil pembahasan.

Demikianlah risalh pembahasan Hasil Audit Ketaatan area, proses, sistem, fungsl, program/kegiatan.......................... Ini dibuat dengan
sebenarnya. Kemudian ditulup serta ditanda tangani oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kota Batam dan Kepala OPD ............. Kota Batam pada
hari ... tanggal ......ocooee...... Serta tempat sebagaimana tersebut diatas.
Kepala OPD Tim Audit
Pengendali Teknis Nama
NIP
Nama Ketua Tim Nama
NIP NIP
Anggota Nama

NIP



Lampiran 12

PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Dinas Bersama Lantai 3 Jalan Raja Isa Nomor 17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota
Telepon (0778) 4160801 Email : inspekioratbatam@gmail.com

BATAM
Kode Pos : 29464
Nama Kegiatan No. KKA
Sasaran Audit Ref PKA
Tahun Anggaran Disusun oleh / Tanggal
Masa yang diperiksa
Diteliti oleh / Tanggal
Disetujui oleh / Tanggal
LAPORAN HASIL AUDIT KETAATAN ATAS .....ccooeons
TAHUN ....ccoouunnne
Daftar Isi

Bagian Pertama Simpulan dan Rekomendasi

Babl  Simpulan

Babll Rekomendasi

Bagian Kedua Uraian Hasil Audit
Babl  Informasi Umum

1 Dasar Audit

2 Tujuan, Metodologi, dan Batasan Tanggung Jawab
a. Tujuan Audit
b. Metodologi Audit
c. Batasan Tanggung Jawab
3 Sasaran, Ruang Lingkup dan Periode Audit
a. Sasaran Audit
b. Ruang Lingkup Audit
¢. Periode Audit
4 Informasi Auditi
a. Tujuan Program
b. Kegiatan Program
¢. Lokasi Program dan Alokasi Dana
d. Sumber Dana
e. Struktur Organisasi
5 Penilaian atas Sistem Pengendalian Inter

Bab 1l Hasil Audit

1 Penilaian atas ketaatan terhadap ketentuan (area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan)
2 Kesesuaian Output dengan tujuan program

3 Temuan Hasil Audit

4 Hal-hal penting lainnya yang perlu diperhatikann

5 Tindak Lanjut Temuan Audit Tahun Sebelumnya

Lampiran

Batam, ....
Inspektur .

Nama
NIP.
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PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Dinas Bersama Lantai 3 Jalan Raja Isa Nomor 17 Kelurahan Belian Kecamatzn Batam Kota
Telepon (0778) 4160801 Emall : inspekloratbatam@gmail.com
BATAM

Kode Pos : 29464

Nomor
Lampiran
Hal

Yth. Kepala OPD

Kami telah melakukan Audit Ketaatan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan OPD...........ooovvvvvvvvovo. s pada Pemerirtah
Provinsi/Kabupaten/Kota ................ Tahun ...............Audit dilaksanakan sesual dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang
ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional Asosiasi APIP Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan kami yakin banwa audit tersebut dapat memberikan
dasar yang memadai untuk menyimpulkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, memberikan saran perbaikan yang diperukan untuk
perbaikan pengelolaan risiko dan proses pengendalian intern serta tata kelola pemerintahan.

Hasil audit disajikan dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut :

BAGIAN PERTAMA : SIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAGIAN KEDUA : URAIAN HASIL AUDIT
BAGIAN PERTAMA
URAIAN HASIL AUDIT
A RINGKASAN HASIL AUDIT

Berdasarkan hasil Audit terhadap .................. s, (@103, Proses, sistem, fungsi, program/kegiatan OPD) Tahun Anggaran

covsneeennens PRI .. (aGQal cut off ruang lingkup audit) di ProvinsifKabupalen/Kota ................sesuai Surat Perintah Tugas Inspekaur
....... (Provinsi/Kabupaten/Kota) Nomor .........................tanggal .....c....c...n...u...., diperoleh simpulan sebagai berikut :

1

2

3

B REKOMENDASI

Terhadappermasalahanyangdijumpaidalamauditkami rekomendasikan kepada Kepala..............(OPD) agar :

1

2

3

Demikian kami sampaikan, untuk dapat melakukan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan, atas perhatian dan kerjasama yang
baik, kami ucapktan terima kasih.

Inspektur

NIP....

BAGIAN KEDUA
URAIAN HASIL AUDIT

BAB | INFORMASI UMUM'
1 Dasar Audit
Audit dilaksanakan dengan dasar sebagai berikut :
a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

¢ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2017

d Peraturam Kepala Daerah....(Provinsi/Kabupaten/Kota) Nomor.... Tahun.... tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

e Peraturan Gubemur/Bupati/Walikota Nomor.... Tahun. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Tata Kerja (OPD
auditi);

f KeputudanGubemur/Bupati/WalikotaNomor.... Tahun.Tentang Program Kerja Pengawasan (Provinsi/Kabuoaten/Kota) Tanun;

g Surat Perintah Togas Inspektur (Provinsi/Kabupaten/Kota) Nomor..... Tanggal.....

2 Tujuan, Metodologi, dan Batasan Tanggung Jawab

Tujuan Audit

Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah
ditetapkan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan

Metodologi Audit

Melakukan penilaian ketaatan melalui perolehan bukti, wawancara, observasi, kuesioner, dsb

Batasan Tanggung Jawab

Tanggung jawab auditor dalam kegiatan ini terbatas pada memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran dokumen, bukti
pendukung, pemberian simpulan dan saran yang diberikan.

Tanggung jawab secara formal dan material dari output atas kegiatan ini merupakan tanggungjawab auditi

o

o

3]

3 Sasaran dan Ruang Lingkup Audit

Sasaran Audit

Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan yang difokuskan pada
area yang terdapat risiko ketidaktaatan, meminimalisir tindak penyimpangan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan...........
serta untuk memberi saran perbaikan untuk penguatan pengendalian

o

(=2

Ruang Lingkup Audit
Ruang lingkup audit meliputi seluruh aklivitas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penyaluran/pencgunaan dana, monitoring dan
evaluasi (pelaporan) area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan Tahun Anggaran .......

Periode Audit
Tahun Anggaran ............: {tanggal bulan tahuan) sampai dengan (tanggal bulan tahuan)

3}

4 Informasi Audit

a Tujuan Program
Program ... DEAUUAN UNTUK covvvvovnons
b Kegiatan Program
Program ........(nama program) merupakan salah satu kegiatan(OPD) yang dibiayai dengan ......... dengan sasaran .......... .... Kegiatan
....... (OPD) Tahun Anggaran ...... yang terkait dengan Program.............. adalah berupa(nama kegiatan).
¢ Lokasi Program dan Alokasi Dana
Program ............. Tahun Anggaran ......dilaksanakan padasesuai dengan................(peraturanperundang-undangan kebijakan, dan
prosedur yang berlaku) ten tang ......... Alokasi danadalam pelaksanaan area, proses,sistem, fungsi, program/kegiatan tersebut berasal
dari.......... (alokasi dana dalam DPA)
d Sumber Dana
Sumber dana pembiayaan Program ..............pada .............(OPD) Tahun Anggaran adalah :
No Uzaian Nilai Keterangan
Pembiayaan (R1>

T

1L [ Rekening

Khusus,
Loan AIIB HEX
0004-
IDN
2). | APBN/APBD
al. APBN XXX
bj. APBD xxxx| Biaya
Adminisirasi
Pro..g-am

31, | Swadava
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Ma aréfkat

Jumlsh
TV V-V WY
Struktur Organisasi
Struktur organisasi ..............(OPD) Tahun Anggaran .....yang ditetapkan
sesuai SK...........tanggal ........... ten tang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan/ Atasan Langsung Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang dan Pejabat PerbendaharaanKabupaten/Kota di Lingkungan ...............adalah sebagai berikut :

1 Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B)
2 Pejabat Pembuat Komitmen

3 Pejabat Penandatanganan SPM

4 Bendahara Pengeluaran

o

o

3]

a

®

Penilaoan atas Struktur Pengendalian Intern

Menurut penilaian kami, sistem pengendalian intern atas Program .............di Provinsi/Kabupaten/Kota.............secara keseluruhan
berada pada level .......(belum ada/rintisan/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum) Adapun hasil penilaian untuk masing-masing
komponen pengendalian adalah sebagai berkut :

Lingkungan Pengedalian

Menurut penilaian kami, lingkungan pengendalian program berada pada level (belum ada/rintisan/terdefinisilterkelola dan
terukurfoptimum), yang terlihat dari:
(1)

(2

(3)Dst.

Kelemahan-kelemahan yang dijumpal

i

dari hasil pengujian pengendalian adalah

Penilaian Risiko

Menurut penilaian kami, penilaian risiko program berada pada level (belum ada/ rintisan / terdefinisi. terkelola dan terukur/optimum), yang
terlihat dari:

(1)

@

(3)Dst.

Kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian penilaian risiko adalah

Aktivitas Pengendalian

Menurut penilaian kami, aktivitas pengendalian program berada pada level (belum adafrintisan/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimurr),
yang terlihat dari:

(1)

@

(3)Dst.

Beberapakelemahanyangdijumpaidarihasilpengujianaktivitas pengendalian adalah:

(1

(2)

(3)Dst.

Informasi dan Komunikasi

Menurut penilaian kami, informasi dan komunikasi program berada pada level (belum ada/rintisan/terdefinisifterkelola dan
terukurfoptimum), yang terlihat dari:

(1

(2)

(3)Dst.

Walaupun demikian masih terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian informasi dan komunikasi, yaitu ...............

Monitoring
Menurut penilaian kami, monitoring terhadap program berada pada level (belum adafrintisan/terdefinsifterkelola dan terukrfoptimum),
yang terlihat dari:

(1

(2)

(3)Dst.

Walaupun demikian, masih terdapat kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian monitoring, yaitu ..
Hasil penilaian sistem pengendalian intern program secara lebih rinci disajikan pada Lampiran ......... .




BAB Il HASIL AUDIT

1

Penilaian atas Ketaatan terhadap Ketentuan (area,proses, sistem, fungsi, programjkegiatan) . ...
Menurut penilaian kami, pelaksanaan (area, proses, sistem, fungsi program/kegiatan) ..................... ‘elah {sesuaiftidaksesuai)
dengan...... (peraturanperundang-undangan, kebijakan,dan prosedur yang berlaku) dengan rincian sebagai berikut:

ol

Kesesuaian Output dengan Tujuan Program
Pada umumnya hasil kegiatan Program .............. pada......(Provinsi/Kabupaten/Kota) tahun ..... (telah/tidak sesuai) dengan tujuan

program Untuk ...........ceeeevvenes

Temuan Hasil Audit
Berdasarkan Hasil Audit Ketaatan atas.......(area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan) Tahun Anggaran pada (OPD)
(Provnsi/Kabupaten/Kota), terdapat kondisi sebagai berlkut:

3) Dst.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan (peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yarg berlaku).

Hal ini disebabkan karena ... vveeeiiines

BHDIINYE s

Kepala ..[OPD) telah sepakat dengan permasalahan tersebut dan akan menindaklanjuti rekemendasi yang diberikan.
Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada Kepala{OPD)

Provinsi/Kabupaten/Kotaagar:

1.
2)..
3)Dst

Hal-hal Penting Lainnya yang perlu diperhatikan
{Ungkapkan jika terdapat hal-hal penting lainnya yang perlu diperhatikan)

Tindak Lanjut Temuan Audit Tahun Sebelumnya

Temuan audit tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindak lanjuti sampai pelaksanaan audit ini berakhir tanggal ... adalah sejumlah
kejadian dengan nilai sejumlah ..... Ringkasan tindak lanjut dan posisi saldo temuan sampai dengan berakhimya audit yaitu
tanggal............... adalah sebagai berikut;

- Saldo temuan audit per ............ 20xx (saldo awal)kejadian

- Tindak lanjut tahun 20xxkejadian

- Saldo temuan audit per .................. 20xx (saldo akhir)kejadian

Rincian tindak lanjut terdapat pada lampiran............

Untuk temuan yang tidak ada tindak lanjutnya selama 5 tahun terakhir agar diuraikan kendalanya der langkah penanganannya.
(atau)

Temuan audit tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindak lanjuti sampai pelaksanaan audit ini berakhir tanggal ... adalah sejumlah
Audit ini merupakan initial audit, sehingga tidak terdapat temuan audit tahun sebelumnya

Inspektur.........

Tembusan :
1 Kepala Daerah (Gubemur/Walikota/Bupati).................
2 Sekretaris Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kotay..............



